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ABSTRAK 
 
Mukarramah (E211 12 265), Efektivitas Pelayanan di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu  Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare (Studi Kasus: 
Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota), xiv+ 121 halaman+ 3 tabel +2 
gambar + 22 pustaka (1987-2013) + 5 lampiran. Dibimbing oleh Dr. 
Baharuddin, M.Si dan Dr. Gita Susanti, M.Si. 
 
Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah seiring dengan 
keinginan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik berjalan lebih efektif 
karena tugas terpenting dari instansi pemerintah adalah pemberi pelayanan, 
namun keefektifan pula sangat penting dan dibutuhkan dalam menunjang 
pelayanan. Dan salah satu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanannya 
adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap (SINTAP) Kota Parepare, 
yang mana pelayanannya berupa Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota. Inilah 
yang menjadi tolak ukur dari pembahasan dan penelitian ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan 
dalam pemberian izin trayek angkutan kota pada Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Atap (SINTAP) Kota Parepare bila dilihat dari pendekatan proses. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
dengan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Trayek 
Angkutan Kota pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap (SINTAP) 
Kota Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dari segi 
pendekatan proses masih adanya beberapa indikator yang belum sesuai dan 
tidak menunjang dalam keefektivan itu sendiri baik itu dalam semangat kerjanya 
masih sangat kurang, belum adanya sistem imbalan yang meransang pimpinan 
untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta 
performansi dan pengembangan karyawan,  belum adanya usaha dari individu 
maupun organisasi dalam pencapaian tujuan serta organisasi dan belum 
terjadinya bagian-bagian bekerja sama secara baik dan konflik yang terjadi selalu 
diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi yang mana ini sangatlah 
penting dan diperlukan pemikiran selanjutnya tentang dampak positif dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Dan beberapa indikator yang telah menunjang 
yaitu dari segi perhatian atasan terhadap pegawai, saling percaya dan 
komunikasi antara pimpinan dan pegawai sudah dikatakan baik, telah adanya 
desentralisasi dalam pengambilan keputusan serta komunikasi vertikal dan 
horisontal dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare 
sudah dapat dikatakan lancar. Karena masih adanya beberapa indikator yang 
belum menunjang maka dari itu pelayanannya belum efektif. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Perizinan, Izin Trayek 
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ABSTRACT 
 
Mukarramah (E211 12 265), Effectiveness of Services in the Office of 
Licensing Services One Roof (SINTAP) Parepare (Study Case: Granting 
Route City Transport), xiv + 121 pages + 3 table +2 pictures + 22 library 
(1987-2013) + 4 attachments. Supervised by Dr. Baharuddin, M.Si and Dr. 
Gita Susanti, M.Si. 
 
This research background phenomena is along with desire of society 
expecting service of public walk more effective because all important duty of 
governmental institution giver of service, but effectiveness also of vital 
importance and required in supporting service. And one of the government 
agencies in providing services is Integrated Licensing Services Office One Roof 
(SINTAP) Parepare, where services form Route Granting City Transport. This is 
the benchmark of discussion and this research. 
 The purpose of this study was to determine the effectiveness of the 
provision of services in the city transport route permits Licensing Services Office 
of Integrated One Roof (SINTAP) Parepare when viewed from a approach 
process. This study used a qualitative method with descriptive approach through 
interview, observation and documentation. 
Based on result of the research Effectiveness Services Granting Route 
Municipal Transport Service Office Integrated Licensing One Roof (SINTAP) 
Parepare, it can be concluded that the effectiveness in terms of the approach 
process is the existence of some indicators is not appropriate and does not 
support the effectiveness of itself either in the spirit of cooperation is lacking, not 
a system of rewards that stimulate the leadership to pursue the creation of 
working groups are effective as well as the performance and development of 
employees, not their efforts of individuals and organizations in achieving the 
objectives and the organization and the parts work together was good, and the 
conflicts are always resolved by reference to the interests of the organization 
which is very important and needed further thought about the positive impact the 
achievement of organizational goals. And some indicators who has support that 
is in terms of the attention of superiors to employees, mutual trust and 
communication between management and employees are already said to be 
good, there are a decentralization in decision-making, as well as vertical and 
horizontal communication within the Office of Licensing Services One Roof 
Parepare has to be said smoothly. Because there are still a number of indicators 
that are not yet supporting therefore the ministry has not been effective. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
Pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan, sehingga menjadi 
salah satu hal utama yang menjadi sorotan, yang perlu memperoleh perhatian 
dan penyelesaian yang komprehensif. Pelayanan publik menjadi ujung 
tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dimana pada 
dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
manusia.  Dengan adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yang prima, pemerintah mengupayakan pelayanan 
yang baik dan maksimal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. 
Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan dalam setiap 
penyelenggaraan pelayanan, baik dalam pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Menurut Miftah Thoha 
(1994), pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus 
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik. 
Tugas pelayanan masyarakat (public service) lebih menekankan kepada 
mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan 
kepuasan kepada publik.  
Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009, Pelayanan Publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
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pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini 
pelayanan publik merupakan masalah serius terkait dengan penyelenggaraan 
pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja dan 
fungsi-fungsi administrasi yang diartikan sebagai penyediaan barang-barang 
dan jasa-jasa publik yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab 
pemerintah.. 
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pelayanan 
publik secara lebih efektif. 
Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi 
dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah 
ditetapkan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan 
melalui konsep efektivitas. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Suatu 
kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai 
dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan 
dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. (Sondang P. 
Siagian, 1987: 76). 
Efektivitas dapat diartikan sebagai tepat sasaran yang juga lebih 
diarahkan pada aspek keberhasilan pencapaian tujuan. Maka efektivitas fokus  
pada tingkat pencapaian terhadap tujuan dari organisasi publik. Dalam 
kaitannya terhadap pelayanan perizinan, pemerintah berusaha menciptakan 
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suatu sistem pelayanan yang optimal. Salah satu dari tindakan pemerintah 
tersebut adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu ini, aparatur 
pemberi pelayanan harus benar-benar ditata, diperbaharui, dan dibenahi 
untuk mengubah citra aparatur yang sebelumnya dipandang lamban dan tidak 
transparan menjadi efektif sesuai dengan tujuan pelayanan publik. 
 Dalam PP Nomor 96 Tahun 2012 menyatakan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya memadukan beberapa jenis pelayanan untuk 
menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 
pelayanan melalui satu pintu. Tujuan pokok yang ingin diperoleh, guna 
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 
layanan publik secara transparan baik dari sisi waktu, biaya, persyaratan 
maupun prosedur yang harus ditempuh. Layanan terpadu merupakan bagian 
dari upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Dari hal ini prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal-hal yang ingin 
ditonjolkan dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah lembaga yang 
bersinggungan langsung dengan masyarakat kebutuhan sumberdaya 
manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi serta mampu 
merespons permintaan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat merupakan 
keniscayaan. 
Sebelum tahun 2001, sistem pelayanan perizinan di Kota Parepare dalam 
proses pemberian izinnya membutuhkan waktu yang lebih dari lima belas (15) 
hari dan prosedur berbelit-belit sehingga dapat dikatakan proses pelayanan 
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perizinan tidak efisien dalam hal waktu dan prosedur . Persoalan lain juga 
tentang mahalnya biaya, ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian persyaratan, 
ketidaktepatan waktu pemrosesan dan tidak terpusat di satu tempat. Dalam 
rangka mengatasi tantangan yang ada di daerah tersebut, maka harus 
didukung oleh kemampuan pemerintah daerah, yaitu kemampuan dalam 
mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima, diantaranya dalam hal 
pelayanan perizinan. Karena itulah kemudian direspon oleh Walikota Pare-
Pare, Basrah Hafid, dengan mengeluarkan program Sistem Pelayanan Satu 
Atap (Sintap). Pelayanan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem 
pelayanan terpadu yang efektif dan efesien dengan memanfaatkan teknologi 
komputerisasi.   
Walikota pada 8 Mei 2001 mengeluarkan Surat Keputusan No. 103 tahun 
2001 tentang Pembentukan Unit Sistem Perizinan Satu Atap Daerah 
(SINTAP). Unit tersebut merupakan unit pelayanan non struktural yang 
melaksanakan tugas pemberian pelayanan perizinan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota Parepare. Selanjutnya, dengan Peraturan 
Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah (dan Peraturan Daerah Kota 
Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah), maka 
kelembagaan UPT-SINTAP berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare, yang dimana kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yang proses 
pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan 
dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat melalui satu pintu, 
dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang 
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dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota 
Parepare. 
. Keberadaan pelayanan terpadu dapat dikatakan wadah koordinasi pola 
pelayanan secara terpadu antar instansi dalam memberikan pelayanan pada 
satu tempat sesuai kewenangan masing-masing instansi. Dengan kata lain 
pelayanan perizinan hanya sebatas koordinasi layanan administratif, 
sedangkan teknisnya tetap diserahkan kepada masing-masing instansi begitu 
pula dengan perolehan retribusi. Walikota juga menekankan bahwa 
keberadaan layanan terpadu sebagai upaya menurunkan beban kerja 
birokrasi, meningkatkan formalisasi usaha serta meningkatkan citra positif 
pemerintah daerah di mata masyarakat.  
Dalam kantor SINTAP jumlah layanan yang ada saat ini menjadi 33 jenis 
layanan perizinan non perizinan yang ada di Kota Parepare,salah satu 
pelayanan perizinan adalah pemberian izin trayek angkutan kota. Menurut 
Marihot (2013:636), izin trayek  merupakan pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Angkutan Kota adalah 
angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau 
wilayah Parepare dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat 
dalam trayek. Adanya perizinan angkutan kota adalah untuk memberikan 
kepastian hukum dan hak  bagi pemilik angkutan kota agar dapat 
mengoperasikan kendaraannya. Dalam pelayanan pemberian izin trayek 
angkutan kota di Kota Parepare Dinas Perhubungan bekerjasama dengan 
Kantor SINTAP dalam pengeluaran izinnya sebagaiman pula dalam 
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perpanjangan izin trayek tersebut. Sesuai dengan Peraturan Walikota 
Parepare Nomor 10 Tahun 2012 yang dimana salah satu tupoksi Dinas 
Perhubungan adalah memberikan izin trayek dan usaha angkutan dan sesuai 
tujuan didirikannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) 
di kota Parepare yaitu agar terpusatnya satu tempat dalam pemberian izin 
sehingga masyarakat menghemat waktu dan biaya dalam pengurusannya . 
Dari observasi awal yang dilakukan, ditemukakan beberapa masalah 
pada saat pelayanan pemberian izin trayek angkuta kota, dapat dilihat dari 
hasil wawancara dengan salah satu pegawai dinas perhubungan yang 
menyatakan dalam pengurusan pemberian izin trayek angkutan kota, 
masyarakat yang ingin mengurus terlebih dahulu tetap harus ke Dinas 
Perhubungan  untuk memohon, pemeriksaan berkas-berkasnya dan 
pembayararan retribusi izin trayek,  setelah itu pegawai Dinas Perhubungan 
yang membawa berkas-berkas tersebut ke Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu (SINTAP) dan mengurus segala keperluan selanjutnya 
termasuk mengikuti prosedur di Kantor SINTAP. Ketika penerbitan dokumen 
surat izin telah ada, masyarakat dapat mengambilnya di Kantor SINTAP. 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 
masalah yang terjadi dalam pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota, 
diantaranya: masih banyaknya masyarakat yang ingin mengurus izin trayek 
terlebih dahulu ke Kantor Dinas Perhubungan untuk memohon, padahal 
segala koordinasi layanan administratif yang dimulai dari tahap pendaftaran – 
tahap penerbitan dokumen izin dilayani di Kantor SINTAP jadi dapat dikatakan 
adanya ketidakjelasan prosedur dan persyaratan masih dirasakan oleh 
beberapa masyarakat, sehingga waktu dan biaya yang diperlukan tidak 
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diketahui dan adanya kelebihan kerja yang dirasakan oleh instansi tekhnis 
yaitu pegawai Dinas Perhubungan sebagai penghubung dikarenakan 
masyarakat tetap ke Dishub untuk mengurus izin trayek, selanjutnya pegawai 
Dishub tersebut yang mengikuti segala prosedur yang di Kantor SINTAP 
bukannya masyarakat, padahal salah satu tujuan didirikan Kantor SINTAP 
adalah mengurangi beban kerja birokrasi yaitu instansi tekhnis terkait. Melihat 
dari beberapa masalah yang terjadi dalam pelayanan pemberian izin trayek 
angkutan kota dapat dikatakan belum efektif 
Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai efektivitas pelayanan 
perizinan dengan judul Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur, yang dilakukan oleh Kiki Resky, 
menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Hari Lubis 
dan Martani Huseini dilihat dari pendekatan proses, penelitian ini menilai 
dalam pengukuran efektivitas pelayanan perizinan menggunakan beberapa 
indikator yaitu efisiensi dalam pelayanan; semangat,kerjasama dan loyalitas 
kelompok kerja; prosedur pelayanan; responsivitas pegawai dan sarana dan 
prasarana. 
Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelayanan di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare (Studi Kasus: 
Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota) “. Untuk mengukur efektivitas 
pelayanan izin trayek angkutan kota melihat dari teori yang dikemukakan oleh 
Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:35) mengemukakan tiga pendekatan 
utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : pendekatan sumber 
(resource approach), pendekatan proses (internal process approach), dan 
pendekatan sasaran (goals approach). Penelitian ini berfokus pada 
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pendekatan proses (internal process approach) dengan melihat efektivitas 
dalam pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota ditinjau dari beberapa 
indikator yang meliputi: a. perhatian atasan terhadap karyawan; b. semangat, 
kerjasama dan loyalitas kelompok kerja; c. saling percaya dan komunikasi 
antara pegawai dengan pimpinan; d.desentralisasi dalam pengambilan 
keputusan, e. adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam 
organisasi, f. adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, g. adanya sistem imbalan 
yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-
kelompok kerja yang efektif  serta h.performansi dan pengembangan 
karyawan, dan organisasi dan bagian-bagian bekerjasama secara baik dan 
konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan 
bersama. Penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan penelitian 
terdahulu, namun menggunakan beberapa indikator yang berbeda. 
I.2. Rumusan Masalah 
  Dari latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah 
“Bagaimana efektivitas pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare 
dilihat dari pendekatan proses? “ 
I.3. Tujuan Peneitian 
Untuk mengetahui efektivitas pelayanan pemberian izin trayek angkutan 
kota di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota 
Parepare dilihat dari pendekatan proses yang meliputi:  
1. Perhatian atasan terhadap pegawai. 
2. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. 
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3. Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pimpinan. 
4. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 
5. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi. 
6. Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
7. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan 
terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif  serta performansi dan 
pengembangan pegawai. 
8. Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama secara baik dan konflik yang 
terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama. 
I.4. Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan 
yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 
antara lain : 
1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi akademisi/ pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian 
informasi atau sebagai referensi mengenai efektivitas pelayanan pemberian 
izin trayek angkutan kota di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(SINTAP) Parepare. 
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan 
pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencapaian efektivitas  
pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Parepare. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Efektivitas 
II.1.1 Pengertian Efektivitas 
       Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective yang berarti 
berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah 
efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 
menunjang tujuan. Secara terminologi, efektivitas banyak digunakan dalam 
mengukur ataupun menilai dari suatu pencapaian tujuan dan sasaran dari 
pelaksanaan suatu kegiatan. 
Menurut Soetopo (2010:51) definisi dari efektivitas yaitu : 
“Ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. 
Martani dan Lubis (1987:54)  mengemukakan bahwa : 
“Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori 
organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan 
organisasi dalam mencapai sasarannya. Sasaran yang didefinisikan yaitu 
keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.” 
Gibson (Donni dan Agus 2014.11) menyatakan: 
“Efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan 
antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan 
dan pengembangan.” 
Sedangkan Akmal (Donni dan Agus, 2013:11) mengatakan bahwa: 
“Efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya 
(doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi 
hasil.”    
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  Dari keempat pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas 
adalah pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah direncanakan atau 
ditetapkan sebelumnya.  
Menurut Steers (Edy Sutrisno 2010:123), pada umumnya efektivitasnya 
hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung 
mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber 
daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber 
daya manusia dan perilaku manusi seharusnya selalu menjadi fokus primer, 
dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai 
dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja. 
Richard M. Steers (Edi Sutrisno 2010:123-124)  mengemukakan bahwa 
pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan 
memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan 
yaitu: 
1. Paham mengenai optimasi tujuan : efektivitas dinilai menurut ukuran 
seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 
dicapai, 
2. Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi, 
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi : 
bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong 
atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi 
Konsep efektivitas dipahami dari tiga perspektif, yakni: persepektif 
individu, perspektif kelompok, dan perspektif organisasi. Pada tingkat yang 
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paling dasar dalam suatu organisasi terletak pada efektivitas individu. 
Pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam 
organisasi. Pengertiannya, masing-masing kontribusi yang dapat diberikan 
individu-individu dalam organisasi sangat ditekankan. Tugas yang harus 
dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi 
di dalam organisasi. Efektivitas individu melakukan tugasnya ditentukan oleh 
berbagai faktor antara lain keterampilan, pengetahuan, kecakapan sikap 
motivasi dan juga stres. Presetasi kerja individu dinilai secara rutin lewat 
proses evaluasi kinerja yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, imbalan 
lain yang tersedia dalam organisasi dan promosi.  
 Pandangan efektivitas kelompok, penekanannya pada kinerja yang dapat 
diberikan kelompok pekerja. Sebab di samping bekerja sendiri, pada 
kenyataannya individu biasanya bekerja bersama-sama di dalam kelompok. 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas kelompok adalah jumlah 
kontribusi dari semua anggotanya. 
 Walaupun kita sering melihat bahwa dalam suatu organisasi ada individu-
individu yang bekerja secara sendiri dan terpisah dari individu lainnya, tetapi 
kita juga melihat ada individu-individu yang bekerja di dalam suatu kelompok 
yang merupakan suatu team-work. Bagi individu yang bekerja secara sendiri, 
maka besarnya efektivitas adalah yang dihasilkan secara sendiri, sedangkan 
bagi kelompok kerja, besarnya efektivitas adalah merupakan hasil dari 
penggabungan masing-masing efektivitas dari individu tersebut. 
 Pandangan dari segi efektivitas organisasi adalah terdiri dari efektivitas 
individu dan kelompok. Namun demikian, efektivitas organisasi adalah lebih 
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banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok lewat pengaruh 
sinergistis (kerja sama), organisasi akan mampu mendapatkan kinerja yang 
lebih baik dan tinggi tingkatannya dari pada kinerja tiap-tiap bagiannya. 
 Pada kenyataannya individu tidak bekerja sendirian melainkan berada 
dalam kelompok. Oleh karena itu, selain efektivitas individu juga ada 
efektivitas kelompok. Fenomenanya ialah efektivitas kelompok tidak 
selamanya terbentuk dari kumpulan efektivitas individu, namun lebih 
ditentukan oleh kekompakan (kohesivitas) individu anggotanya, 
kepemimpinan, struktur kelompok, status peran yang dimainkan oleh setiap 
anggota kelompok serta norma yang berlaku dalam kelompok. 
 Persepektif ketiga ialah efektivitas organisasi yang terdiri dari kumpulan 
individu dan kelompok. Jadi, efektvitas organisasi terbentuk pula dari 
efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas organisasi lebih dari sekedar 
kumpulan efektivitas individu dan kelompok karena merupakan sistem 
kerjasama yang kompleks dan multi-facet. Efektivitas kelompok sangat 
ditentukan oleh faktor lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses dan iklim 
kerjasama yang berkembang di dalamnya. 
Keefektifan organisasi dapat dilihat/dipandang dari berbagai sudut tinjau. 
Ada yang meninjau dari segi pencapaian tujuan, sistem komunikasi yang 
berhasil, keberhasilan kepemimpinan yang diterapkan, proses manajemen 
dalam organisasi, ada yang meninjau dari produktivitas, dan ada yang 
meninjau dari proses adaptasi yang terjadi dalam organisasi tersebut. 
Keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang 
terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama 
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dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai 
tujuan. 
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan 
apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau 
manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian 
tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara 
efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu 
kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai 
dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan 
dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. 
II.1.2 Faktor – Faktor Efektivitas Organisasi 
Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian 
yang serius apabila ingin mewujudkan organisasi yang efektivitas. Empat 
faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Donni dan Agus (2013:13-
14), yaitu: 
1. Karakteristik Organisasi 
Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya 
manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang 
unik menempatkan manusia dalam rangka menciptkan sebuah 
organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari 
suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi 
dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. 
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2. Karakteristik Lingkungan 
Mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu 
lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat 
berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan 
keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan 
intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang 
secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. 
3. Karakteristik Pekerja 
Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di 
dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan 
tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam 
upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi 
menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat 
mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. 
4. Karakteristik Manajemen 
Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk 
mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga 
efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat 
bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiaan guna mencapai tujuan 
organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen 
harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan 
mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan 
strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan 
lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan 
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pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan 
inovasi organisasi. 
II.1.3 Pendekatan Efektivitas 
Pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi menurut Gibson 
(Donni dan Agus 2014.11) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai 
efektifitas, yaitu : 
1. Pendekatan Tujuan 
Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi 
efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunaskan. 
Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan 
sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas 
serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan 
praktik manajemen  dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami 
bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap penndekatan tujuan ini 
adalah pendekatan teori sistem. 
2. Pendekatan Teori Sistem 
Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-
proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih 
luas yang menopang organisasi. teori ini menggambarkan hubungan 
organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi 
bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan 
dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan 
balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu 
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tindakan atau serangkaian tindakan oleh sesorang, kelompok atau 
organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik 
informasi. Inti teori sistem adalah: 
a. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-
keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan 
b. Kriteria efektivittas harus mencerminkan hubungan antar organisasi 
dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. 
Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengancakupan luas 
termasuk sejumlah konsep komponen; dan tugas manajerial adalah 
menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya. 
3. Pendekatan Multiple Constituency 
Pendekatan ini adalah perspektifyang menekankan pentingnya 
hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam 
sutau organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya 
hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam 
suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan 
mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh 
pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi. 
Sedangkan Robbins dalam Donni dan Agus (2012:12-13) menyatakan 
sejumlah pendekatan dalam efektivitas organisasi, yaitu: 
1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (Goal Attainment Approach) 
 Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat 
dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) daripada caranya (means). 
Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan 
18 
 
laba, memenangkan peraingan, dsb. Metode manajemen yang terkait 
dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO), 
yaitu falsafah manajemen yang meniai keefektifan organisasi dan 
anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan. 
2. Pendekatan Sistem 
Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan 
kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber 
daya manusinya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki 
struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi 
dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan 
dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya. 
3. Pendekatan Konstituensi-Strategi 
Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi 
itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan 
dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya. 
4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing 
Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan di atas, 
masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing 
didasarkan atas suatu kelmpok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya 
lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada. 
 
 
19 
 
Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55),menyebutkan 3 (tiga) 
pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 
1. Pendekatan sumber (resource approach)  
Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas melalui 
keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber 
daya yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai 
macam sumber daya yang dibutuhkannya, dan juga memelihara 
keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. 
Pendekatan ini didasarkan pada teori organisasi mengenai 
keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi 
mempunyai hubungan atas dengan lingkungannya, karena dari 
lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi 
organisasi, dan output yang dihasilkan juga dilemparkan organisasi 
kepada lingkungannya. Sementara itu, sumber-sumber yang tedapat 
pada lingkungan seringkali besifat langka dan benilai tinggi (mahal). 
Dengan penjelasan tersebut, efektivitas organisasi dapat dinyatakan 
sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan 
lingkungannya untuk meperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat 
langka maupun yang nilainya tinggi. 
Pendekatan sumber mempergunakan beberapa dimensi berikut 
untukur efektivitas organisasi :  
a) Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk 
memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya 
tinggi. 
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b) Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk 
menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat.  
c) Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan 
menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh. 
d) Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya 
sehari-hari. 
e) Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri 
terhadap perubahan lingkungan. 
2. Pendekatan proses (internal process approach)  
Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan 
kondisi (kesehatan) dari organisasi intenal. Pada organisasi yang efektif 
proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan 
kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing 
terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan 
ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan 
perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber 
yang dimiliki oleh organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap 
kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh 
organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta keseehatan 
organisasi.   
Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut 
pendekatan neo-klasik (human relations) dalm teori organisasi yang 
terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh organisasi. 
Indikator untuk mengukur pendekatan ini diantaranya adalah 
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a) Perhatian atasan terhadap pegawai. 
b) Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. 
c) Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pimpinan, 
d) Desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 
e) Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam 
organisasi. 
f) Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
g) Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif  
serta performansi dan pengembangan pegawai. 
h) Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama secara baik dan konflik 
yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan 
bersama. 
3. Pendekatan sasaran (goals approach)  
Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan 
identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan 
organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian 
pendekatan ini mencoba mengukur sejauhmana organisasi berhasil 
merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Sasaran yang penting 
diperhatikan dalam pengukuran efektivitas bedasarkan sasaran resmi 
(Official goal) . Dalam pengukurannya dimulai dengan mengidentifikasi 
sasaran mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Indikator ukuran 
keberhasilan organisasi dapat dilihat dari faktor efisiensi, produktivitas, 
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tingkat keuangan, pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi 
pada lingkungannya, dan stabilitas organisasi. 
Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas 
organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran 
tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Dalam 
hal ini penulis menggunakan pendekatan proses (process approach) untuk 
mengukur efektivitas  pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di 
Kantor Pelayanan Perizinan (SINTAP) Kota Parepare . Pendekatan proses 
(process approach) melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur 
efektivitas melalui beberapa indikator yang meliputi: a. perhatian atasan 
terhadap pegawai; b. semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja; 
c.saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pimpinan; 
d.desentralisasi dalam pengambilan keputusan, e. adanya komunikasi vertikal 
dan horizontal yang lancar dalam organisasi, f. adanya usaha dari tiap individu 
maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan, g. adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif  serta 
performansi dan pengembangan pegawai, dan h. organisasi dan bagian-
bagian bekerjasama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan 
dengan mengacu pada kepentingan bersama. Dengan adanya indikator 
tersebut yang mampu diterapkan dalam organisasi, maka dapat menciptakan 
keefektifan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan dan harapan 
masyarakat.  
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II.2. Pelayanan Publik 
II.2.1. Pelayanan 
Menurut Kotler (Lukman 2000:8), pelayanan adalah setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan , 
dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. Selanjutnya Sampara (Lukman 2000:8) 
berpendapat , pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 
yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang 
lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 
Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 
pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Menurut 
Moenir (Pasolong 2011:128), pelayanan sebagai proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan 
konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. 
Definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, 
Skinner dan Crosby (Ratminto & Atik 2012:2)): “ Pelayanan adalah 
produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba yang 
melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. 
Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (Ratminto & Atik 
2012:2) yang sebagaimana dikutip di bawah ini : 
“ Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 
yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 
sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 
pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/ pelanggan”  
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Menurut Parasuraman dan Haywood-Farmer (Tjiptono 2008:15), 
ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu : 
1) Intangibility, berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat 
performance dan hasil pengalaman dan bukannya suatu objek. 
Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba, atau 
ditest sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. 
2) Heterogeneity, berarti bahwa pemakai jasa atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan 
yang sama mungkin mempunyai prioritas yang berbeda. 
3) Inseparability, berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu 
pelayanan tidak terpisahkan. Kualitas terjadi selama penyampaian 
pelayanan, biasanya terjadi selama interaksi klien dan penyedia 
jasa. 
II.2.2. Pelayanan Publik 
Menurut Ahmad Ainur dkk (2010:3), pelayanan public (public 
service) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat 
yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun 
non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah 
suatu pemerintahan.Pelayanan publik dengan demikian merupakan 
segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai 
dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu 
barang,jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 
Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
(Ratminto&Atik 2012:5) mendefinisikan pelayanan publik sebagai : 
“ Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi 
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk 
barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan” ( Keputusan MENPAN 
Nomor 63/2003). 
 
Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka 
pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa 
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Dwiyanto (2008:136) pelayanan publik merupakan 
produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun 
masyarakat secara luas. Kemudian pelayanan publik dapat 
didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh 
birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. 
Dwiyanto (2008:147) mengklasifikasikan konsep pelayanan publik 
sebagai berikut :  
a) Pelayanan publik yang efisien dari perspektif pemberi layanan, 
pemberi harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan 
tidak terjadi pemborosan sumber daya publik. Demikian juga dari 
perpektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan 
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publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan 
tidak banyak membuang energi.  
b) Pelayanan publik yang responsive adalah kemampuan organisasi 
untuk mengidentifikassi kebutuhan masyarakat menyusun prioritas 
kebutuhan, dan mengembangkannya kedalam berbagai program 
pelayanan.  
c) Pelayanan publik yang non-partisan adalah sistem pelayanan yang 
memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa 
membeda-bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, 
etnik, agama, kepartaian, dan sebagainya 
Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang penting guna 
tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif. Seperti 
yang dikemukakan oleh H.A.S Moenir (2006:88), adalah sebagai berikut: 
a) Faktor kesadaran 
Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan 
dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu 
kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam 
bentuk tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang 
dalam organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran pada 
pegawai atau petugas, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan 
penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. Kelebihan dan tingkah laku 
orang lain jika disadari lalu dikembangkan dapat menjadi faktor 
pendorong bagi kemajuan dan keberhasilan. 
b)  Faktor aturan 
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan 
perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin 
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besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup 
layak dan tenang tanpa aturan. Oleh karena itu aturan demikian besar 
dalam hidup masyarakat maka dengan sendirinya aturan harus 
dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran 
sesuai dengan maksudnya. Dalam organisasi kerja dibuat oleh 
manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu 
yang ada di organisasi kerja tersebut. Oleh karena setiap orang pada 
akhirnya menyangkut langsung atau tidak langsung kepada orang, 
maka masalah manusia serta sifat kemanusiaannya harus menjadi 
pertimbangan utama. Pertimbangan harus diarahkan kepada sebagai 
subyek aturan, yaitu mereka yang akan dikenai aturan itu. 
c)  Faktor organisasi 
Organisasi pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada 
umunya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena 
sasaran pelayanan ditujukan secara khusus, kepada manusia yang 
mempunyai dan kehendak multikompleks, kepada manusia yang 
mempunyai dan kehendak multikompleks. Oleh karena itu organisasi 
yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan 
organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme 
kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. 
d)  Faktor pendapatan 
Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai 
imbalan atas tenaga, dana, serta pikiran yang telah dicurahkan untuk 
orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun 
fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan 
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harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun 
keluarganya. 
e)  Faktor kemampuan dan keterampilan 
Kemampuan yang dimaksud disini adalah keadaan yang ditujukan 
pada sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau 
pekerjaan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Istilah yang 
“kecakapan” selanjutnya keterampilan adalah kemampuan 
melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota 
badan dan pengetahuan kerja yang tersedia. Dengan pengertian ini 
dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan 
unsur anggota badan dari pada unsur lain. 
f)  Faktor sarana pelayanan 
Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis 
pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi 
sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, 
dan juga berfungsi social dalam rangka kepentingan orang-orang 
yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana 
pelayanan itu antara lain: 
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 
menghemat waktu. 
2) Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa. 
3) Kualitas produk yang lebih baik. 
4) Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin. 
5) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 
berkepentingan. 
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6) Menimbulkan perasaan puas orang-orang yang berkepentingan 
sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka. 
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
63 Tahun 2004 (Ratminto & Atik 2012:19) menyatakan bahwa Hakikat 
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 
pemerintah sebagai abdi masyarakat. 
II.2.3. Unsur-Unsur Pelayanan Publik  
Menurut paparan Kajian Pustaka.com (2013) terdapat empat 
unsur penting dalam proses pelayanan publik berdasarkan Bharata, 
2004:11, yaitu :  
a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu 
layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam 
bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa 
(services).  
b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan.  
c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.  
d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia 
layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu 
kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena 
tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya 
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sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau 
jasa yang mereka nikmati.  
II.2.4. Asas Pelayanan Publik 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas – 
asas pelayanan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminto 
& Atik 2012:19) sebagai berikut : 
a) Transparansi 
Bersifat terbuka , mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 
b) Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
c) Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas. 
d) Partisipatif 
Mendorong peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
e) Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi. 
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f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
II.2.5. Kualitas Pelayanan Publik 
 Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Menurut Poltak,Lijan (2008:6), untuk 
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang 
tercermin dari:  
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
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II.2.5.1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 
   Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Tjiptono 
2008:95) menyatakan terdapat lima dimensi utama yanag 
disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai 
berikut : 
1. Realibitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan 
perusahaan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan 
secara akurat ssejak pertama kali. 
2. Daya tanggap (responsiveness), berkenaan dengan 
kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk untuk 
membantu para pelanggan dan merespons permintaan 
mereka dengan segera. 
3. Jaminan (assurance), berjkenaan dengan pengetahuan dan 
kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam 
menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan 
pelanggan (confidence) 
4. Empati (emphaty), berarti bahwa perusahaan memahami 
masalah para pelanggannya dan bertindak demi 
kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian 
personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi 
yang nyaman. 
5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik 
fasilitas layanan, peralatan/ perlengkapan, sumber daya 
manusia, dan materi komunikasi perusahaan. 
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II.2.6. Kelompok Pelayanan Publik 
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminto & Atik 
2012:20) membedakan jenis pelayanan menjadi empat kelompok. 
Adapun empat kelompok tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang 
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 
oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikasi 
kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang 
dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan 
sebagainya. 
b) Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, 
misalnya jaringan telepon, ]penyediaan tenaga listrik, air bersih, 
dan sebagainya. 
c) Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, mislanya 
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggara transportasi, 
pos dan sebagainya. 
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II.2.7. Prinsip Pelayanan Publik 
Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 (Ratminto & 
Atik 2012:22) disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus 
memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami 
dan mudah dilaksanakan 
2. Kejelasan  
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 
dalam memberikan pelayanan dalam penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksaan pelayanan 
publik;Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran. 
c. Kepastian Waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah dtentukan. 
d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat, 
dan sah. 
e. Keamanan , proses dan produk pelayanan publik memberikan 
rasa aman dan kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik 
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
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g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika). 
h. Kemudahan Akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 
Pembeli pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan 
santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang 
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
II.2.8. Standar Pelayanan Publik 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang 
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 
oleh pemberi atau penerima pelayanan.Standar pelayanannya didasarkan 
atas ketentuan yang berisi norma, pedoman dan kesepakatan mengenai 
kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan secara 
bersama-sama antara penyelenggara pelaynan publik, penerima 
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pelayanan dan pihak yang berkepentingan. Menurut Keputusan MENPAN 
Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminto & Atik 2012:24), standar pelayanan  
sekurang-kurangnya meliputi : 
a. Prosedur Pelayanan 
Prosedur adalah rangkaian daripada tata kerja yang berkaitan 
satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap 
serta jalan yang harus ditempuh  dalam rangka penyelesaian suatu 
bidang pekerjaan. 
Prosedur pelayanan publik adalah Kumpulan dari beberapa 
perintah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan pelayanan 
publik agar sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Mengenai Prosedur pelayanan menurut  KEPMEN PAN Nomor      
63/Kep/M.Pan/7/2003,  bahwa   dalam  sistem   dan    prosedur 
pelayanan publik sekurang-kurangnya harus memuat, hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Tata Cara pengajuan permohonan pelayanan 
b) Tata Cara penanganan pelayanan 
c) Tata Cara penyampaian hasil pelayanan 
d) Tata Cara penyampaian pengaduan pelayanan.  
Penjelasan mengenai empat tata cara yang dimaksud dalam 
tersebut dapat diketahui dengan memahami pengertian prosedur 
pelayanan itu sendiri. Adapun pengertian prosedur pelayanan 
tersebut, menurut KEPMEN PAN No. 26 tahun 2004 Tentang 
Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa Prosedur 
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pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan 
satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas 
dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka 
penyelesaian sesuatu pelayanan. Penjelasan KEPMEN PAN No. 26 
tahun 2004 mengenai prosedur pelayanan tersebut menunjukkan 
adanya langkah-langkah atau cara-cara sebagai pedoman yang harus 
dilaksanakan pada setiap tahapan dalam serangkaian proses 
penyelesaian pelayanan publik. 
Berdasarkan pengertian prosedur pelayanan tersebut diatas, 
maka dapat dijelaskan bahwa empat tata cara yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
1. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan, ialah tahapan-
tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus 
dilaksanakan dalam rangka  mengajukan suatu permohonan 
pelayanan agar permohonan yang diajukan tersebut dapat 
dilayani atau diproses ke tahap berikutnya. Pada tahap ini 
biasanya memuat tahap-tahap dan cara-cara yang harus 
dilaksanakan dan dipenuhi oleh seorang pemohon yang 
mengajukan permohonan pelayanan tertentu kepada petugas atau 
pejabat yang berwenang memberikan pelayanan tersebut.  
2. Tata cara penanganan pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang 
jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilaksanakan dalam 
rangka menindak-lanjuti atau menangani suatu permohonan 
pelayanan yang diajukan. Pada tahap ini petugas atau pejabat 
yang berwenang harus menangani dan memproses permohonan 
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pelayanan yang diajukan sesuai dengan tata kerja dan ketentuan 
yang berlaku. 
3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan, ialah tahapan-tahapan 
yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam 
rangka menyampaikan hasil pelayanan yang telah selesai 
ditangani. Pada tahap ini permohonan pelayanan yang telah 
ditangani oleh petugas atau pejabat yang berwenang akan 
disampaikan hasilnya kepada pemohon yang bersangkutan. 
Pemohon dapat menerima hasil pelayanan dengan memenuhi 
ketentuan tertentu yang berlaku dan terkait dengan jenis 
pelayanan yang diajukan. 
4. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan, adalah tahapan-
tahapan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh 
untuk dapat menyampaikan pengaduan yang berhubungan 
dengan masalah pelayanan. Pemohon dapat mengadukan atau 
mengajukan masalah ketidakpuasan dan masalah-masalah lain 
yang berhubungan dengan proses pelayanan pada setiap 
tahapannya. 
b. Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya Pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 
proses pemberian pelayanan.  
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d. Produk Pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
e. Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 
perilaku yang dibutuhkan 
II.2.9. Pola Penyelenggaran Pelayanan Publik 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
Tahun 2004 (Ratminto & Atik 2012:24) tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan perundang-undangan 
tersebut antara lain mengatur pola penyelenggaraan pelayanan publik, 
yaitu : 
a. Pola Pelayanan Fungsional 
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, 
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.  
Pola ini mengakomodir kondisi daerah dengan beban tugas, 
volume dan intensitas kegiatan pelayanan perizinan dan non 
perizinan yang relatif tidak terlalu tinggi, sehingga cukup realistis 
untuk dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang membidanginya. 
Pertimbangan lain, pola ini disesuaikan dengan; kondisi geografis, 
luas wilayah, tersedianya aparat pelaksana dilihat dari kualitas dan 
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kuantitasnya, dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai 
kegiatan pelayanan publik secara terpadu.  
Penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pola fungsional, harus 
disesuaikan dengan tujuan mewujudkan kepemerintahan yang baik 
dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, 
seperti azas pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, 
standar pelayanan publik, pengelolaan kepuasan dan keluhan 
masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah 
daerah/penyelenggara pelayanan publik.  
b. Pola Pelayanan Terpusat 
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 
penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari 
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.  
Pola pelayanan terpusat, dapat diselenggarakan oleh 
Dinas/Kantor atau lembaga independen (unit pelayanan) yang 
dibentuk oleh pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan 
pelayanan perizinan tertentu. Dinas/Kantor atau lembaga independen 
diberi tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpusat. 
Pelayanan perizinan yang memiliki proses keterkaitan, proses 
pengajuan permohonan perizinan dan proses penyelesaiannya 
dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau paralel disatu tempat 
atau terpusat pada satu Dinas atau Kantor, atau Unit Kerja 
penyelenggara pelayanan.  
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Tujuan dari pola pelayanan terpusat, adalah memberikan 
kemudahan kepada masyarakat pengguna atau penerima layanan, 
pemberian layanan dapat lebih efisien dan efektif, dilihat dari sisi 
waktu, masyarakat/ pengguna pelayanan cukup datang kesatu 
tempat, dan berhadapan dengan satu penyelenggara, tidak perlu 
datang ke Dinas/Instansi lain terkait yang lokasinya tersebar. 
(Pemangkasan waktu dan biaya untuk bolak balik, biaya extra, 
duplikasi berkas persyaratan). 
c.  Pola Pelayanan Terpadu  
Pelayanan terpadu merupakan bagian dari mekanisme 
pemberian layanan dalam bentuk perizinan maupun non perizinan di 
satu tempat. Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya 
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Dari hal ini prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal-hal yang 
ingin ditonjolkan dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah lembaga 
yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kebutuhan 
sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi 
serta mampu merespons permintaan masyarakat secara cepat, tepat 
dan akurat merupakan keniscayaan. 
Keberadaan layanan terpadu diyakini merupakan solusi yang 
dapat ditawarkan tidak hanya dalam upaya meningkatkan kualitas 
layanan publik, namun disisi lain dapat menjadi insentif dalam 
menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha atas dasar sistem 
kelembagaan yang akuntabel. Dengan adanya kelembagaan layanan 
terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi 
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kewenangan kabupaten/kota dapat terlayan dalam satu lembaga. 
Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi 
melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang 
lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan 
yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas layanan publik. Selain 
itu, memberikan akses lebih luas pada masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan publik. Karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik 
yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, 
disamping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap 
pelayanan publik. Bentuk layanan terpadu ini nantinya berbentuk 
kantor, dinas, atau badan. Dalam penyelenggaraannya, 
bupati/walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi : 
1) Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan. Jangka waktu 
penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan paling lama 
15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas 
permohonan beserta kelengkapannya. 
2) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah. 
3) Kejelasan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan dapat 
ditelusuri dan diketahui. 
4) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang 
sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan. 
5) Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
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6) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. Dalam 
halnya penanganan aduan masyarakat, lembaga layanan terpadu 
wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, 
dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 
 
Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi 
dua, yaitu : 
a. Pelayanan Terpadu Satu Atap 
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 
keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu. Terhadap jenis 
pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di 
satuatapkan. 
Pola pelayanan terpadu satu atap, ditujukan untuk memberikan 
kemudahan layanan kepada masyarakat, masyarakat cukup datang 
kesatu tempat untuk mendapatkan layanan, dan tidak perlu 
mendatangi ke Dinas/Instansi pemberi izin yang lokasinya tersebar.  
Pola pelayanan satu atap memiliki persamaan dengan pola 
pelayanan fungsional yaitu, prinsipnya kewenangan proses dan 
penyelesaian layanan tetap dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.  
Sedangkan perbedaannya adalah, pada pelayanan terpadu satu 
atap, masing-masing Dinas atau Instansi membentuk counter atau 
loket-loket atau pintu pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan, 
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dan menempatkan staf sebagai Front Office/front line yang dikoordinir 
oleh seorang Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap 
(UPTSA). Staf tersebut ditugasi; menerima, meneliti berkas 
kelengkapan dan persyaratan, meneruskan berkas yang lengkap dan 
memenuhi persyaratan untuk diproses, menolak berkas permohonan 
yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan perizinan, 
menerima penjelasan atau keluhan dari pemohon/ penerima layanan, 
memberikan informasi dan penjelasan kepada penerima layanan. 
Proses dan penyelesaian perizinan, dilakukan oleh dinas/instansi 
terkait, dan yang kita kenal dengan sebutan Back Office/Back Line. 
Perbedaan lainnya, masyarakat yang datang kesatu lokasi/tempat 
pelayanan dapat memperoleh informasi, konsultasi dengan unit kerja 
lainnya, dan/atau dapat mengajukan permohonan perizinan lainnya 
yang dibutuhkan pada satu lokasi/tempat yang sama.  
b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 
Pola ini hakekatnya hampir sama dengan pola penyelenggaraan 
pelayanan terpusat, penyelenggaraan dilakukan pada satu tempat 
atau lokasi tertentu, dilayani melalui satu pintu. Asumsinya 
penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara tunggal oleh Dinas/ 
Instansi tertentu atau oleh Unit kerja tertentu yang mandiri, (UPTSP), 
dan diselenggarakan pada satu tempat atau lokasi tertentu. 
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Jenis pelayanannya meliputi pelayanan yang prosesnya memiliki 
keterkaitan dengan perizinan yang lain, artinya, ada keterkaitan 
antara kewenangan pelayanan perizinan yang dimiliki oleh satu atau 
lebih dari dinas/instansi tertentu yang dipadukan dan dikoordinasikan 
oleh satu Dinas/Instansi atau UPTSP.  
Alternatif konsep pelimpahan wewenang dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu; pertama; kewenangan dilimpahkan secara penuh 
kepada Dinas/Instansi atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(UPTSP), keuntungannya kemungkinan tercapainya tujuan 
peningkatan kualitas layanan publik akan lebih baik dan pertanggung 
jawabannya jelas. Dinas/Instansi teknis, berperan dalam tim teknis 
peninjauan lapangan (yang bersifat teknis dan/atau memilki dampak 
berskala lebih luas, seperti pencemaran lingkungan). Dinas/instansi 
tersebut akan lebih berfungsi pada pengawasan pelaksanaan 
pemberian izin, dan Monev. 
Kedua; pelimpahan wewenang, dilakukan berdasarkan pembagian 
tugas, fungsi dan wewenang bersama (concurrent), antara UPTSP 
dengan Dinas/Instansi yang memiliki kewenangan pelayanan 
pemberian perizinan yang terkait. Pola ini tidak berbeda jauh dengan 
pola UPTSA atau One Stop Service yang saat ini dilakukan di 
beberapa daerah. 
c. Gugus Tugas 
Petugas pelayanan publik secara perseorangan atau dalam 
bentuk gugus tugas, ditempatkan pada Instansi pemberi pelayanan 
dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 
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Pola ini, hampir mendekati konsep pola penyelenggaraan 
pelayanan satu atap dalam skala lebih kecil, dengan menempatkan 
orang atau gugus tugas sebagai front office/front line, pada Kantor 
Dinas/ Instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, 
seperti; Dinas Pendapatan, di Kantor Kecamatan, di Desa/Kelurahan 
atau pada Instansi lain diluar Pemda, seperti PLN, Kantor Pos, BRI 
dan lainnya. 
Keputusan Menpan dimaksud, selain menetapkan beberapa pola 
penyelenggaraan pelayanan, juga memberikan peluang dan 
kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pola 
penyelengaraan pelayanannya sendiri atau inovasi dalam rangka 
upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. 
 
Dilihat dari pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia 
masih memiliki beberapa kelemahan yang dikemukakan Agus Fanar 
Syukri, (2009:17), antara lain: 
a.  Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan 
unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line 
staff) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respons 
terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat 
sering kali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. 
b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan 
kepada masyarakat, lambat penyampaiannya, atau bahkan tidak 
sampai sama sekali kepada masyarakat. 
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c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari 
jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang 
memerlukan pelayanan. 
d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan 
lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang  tindih 
ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan 
instansi pelayanan lain yang terkait. 
e. Terlalu Birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perizinan, pada 
umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari beberapa meja 
yang harus dilalui, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang 
terlalu lama. 
f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Akibatnya, 
pelayanan yang diberikan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke 
waktu. 
g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam 
pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang 
diberikan. 
II.2.10. Pelayanan Perizinan 
Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu 
pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif 
adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan 
maupun perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam 
pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan 
usaha. Menurut Ratminto & Atik Septi W (2012:5) Pelayanan administrasi 
pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai 
segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung 
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jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, 
dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk 
pelayanannya adalah izin atau warkat. 
Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam 
memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga 
dapat menjamin segala aktivitas. Jadi, pelayanan perizinan adalah segala 
bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat 
yang bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, 
dan kegiatan individu atau organisasi. 
Dalam kaitan dengan pelayanan perizinan pemerintah berusaha 
menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Salah satu dari tindakan 
pemerintah tersebut adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan adanya PTSP, aparatur 
pemberi pelayanan harus benar-benar ditata, diperbaharui, dan dibenahi 
untuk mengubah citra aparatur yang sebelumnya dipandang lamban (karena 
birokrasi yang panjang) dan tidak transparan menjadi efektif sesuai dengan 
tujuan pelayanan publik.  
Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang 
memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan 
perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya 
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di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen, 
dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, pemohon 
cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front office saja. 
Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas 
perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Sasaran Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah :  
a) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah,transparan, 
pasti dan terjangkau; 
b) Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. 
Sedangkan tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah : 
a) meningkatkan kualitas layanan publik; 
b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan publik. 
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 
2006, Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup : 
a) Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh 
PPTSP; 
b) Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar 
waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 
c) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan daerah; 
d)  Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap 
tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan 
urutan prosedurnya; 
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e) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama 
untuk dua atau lebih permohonan perizinan; 
f) Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 
g)  Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 
kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. 
Pemerintah melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu intinya meminta pemerintah daerah melakukan kegiatan 
seperti: 
1. Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha. 
2. Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di 
daerah. 
3. Pemangkasan waktu dan biaya perizinan. 
4. Perbaikan sistem pelayanan. 
5. Perbaikan sistem informasi. 
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan 
perizinan. 
Menurut Ratminto (2012:39), dalam bukunya yang berjudul 
“Manajemen Pelayanan” kualitas pelayanan perizinan sangat dipengaruhi 
oleh lima faktor yaitu : 
a. Kuatnya Posisi Tawar Pengguna Jasa Pelayanan 
Adanya kesetaraan hubungan atau kesetaraan posisi tawar antara 
pemberi pelayanan dan pengguna jasa pelayanan yang dilakukan 
antara lain dengan memberitahukan dan mensosialisasikan hak-hak 
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dan kewajiban-kewajiban baik pemberi maupun pengguna jasa 
pelayanan. Sehingga posisi tawar masyarakat seimbang dengan 
posisi tawar pemberi jasa pelayanan. 
b. Berfungsinya Mekanisme ‘Voice” 
Pengguna jasa pelayanan harus diberi kesempatan untuk 
mengungkapkan ekspresi ketidakpuasannya atas pelayanan yang 
diterimanya. Apabila saluran ini dapat berfungsi secara efektif, maka 
posisi tawar pengguna jasa akan menjadi sama dengan posisi tawar 
penyelenggara jasa pelayanan sehingga kualitas pelayanan dapat 
ditingkatkan. 
c. Pembentukan Birokrat Yang Berorientasi Pelayanan 
Faktor utama dalam manajemen pelayanan perizinan adalah 
sumber daya manusia atau birokrat yang bertugas memberi 
pelayanan. Oleh sebab itu pembinaan dan pengembangan sumber 
daya manusia penyelenggara pelayanan (birokrat) harus ditingkatkan 
baik secara kualitas maupun kuantitas. 
d. Pengembangan Kultur Pelayanan 
Hal lain yang juga sangat krusial dalam peningkatan kualitas 
pelayanan perizinan adalah berkembangnya kultur pelayanan dalam 
diri birokrat. Penyelenggara pelayanan harus memiliki kultur 
pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
e. Pembangunan Sistem Pelayanan Yang Mengutamakan Kepentingan 
Masyarakat 
Faktor terakhir yang juga sangat penting dalam manajemen 
pelayanan perizinan adalah beroperasinya pelayanan yang 
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mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelayanan yang berkualitas 
harus memberikan kejelasan sistem dan prosedur sehingga ada 
kepastian yang diperoleh masyarakat pengguna layanan. 
Lebih lanjut Ratminto (2012:245) menyebutkan bahwa, ada 
beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan atau 
pemerintahan, asas-asas ini dapat memberikan pedoman tentang 
efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas pelayanan. Asas-asasnya 
adalah sebagai berikut : 
a. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan 
perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan dapat 
berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. 
b. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek 
mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar 
diterapkan. 
c. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan. 
d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam 
mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan 
sebanyak yang benar-benar diperlukan. 
e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas 
mungkin dengan membuat bagan tugas distribusi kewenangan. 
f. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 
mungkin dan setransparan mungkin. 
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g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi 
pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki 
gambaran yang jelas dan tidak resah. 
h. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara 
efisien sehingga akan dihasilkan formulir yang komposit (satu 
formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan). 
i. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin 
harus ditetapkan selama mungkin. 
j. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi 
customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan 
sangsi serta ketentuan ganti rugi. 
k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat 
mungkin harus menghindari terjadinya keluhan. 
Menurut Ridwan Juniarso (2009:163) ada beberapa hambatan yang 
biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan 
yaitu : 
1) Biaya perizinan 
a) Biaya pengurusan izin sangat memberatkan bagi pelaku usaha 
kecil. Besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan. 
b) Penyebab besarnya biaya disebabkan karena pemohon tidak 
mengetahui besar biaya resmi untuk pengurusan izin, dan karena 
adanya pungutan liar. 
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2) Waktu 
a) Waktu yang diperlukan mengurus izin relatif lama karena 
prosesnya yang berbelit. 
b) Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan. 
c) Proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat. 
3) Persyaratan 
a) Persyaratan yang sama dan diminta secara berulang-ulang untuk 
berbagai jenis izin. 
b) Persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh. 
c) Informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa 
persyaratan yang tidak dapat dipenuhi khususnya oleh para 
pengusaha kecil. 
Pelayanan perizinan dalam penelitian ini adalah izin trayek angkutan 
kota.Menurut Marihot (2013:636) Izin trayek merupakan pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 
Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam 
satu daerah Kota atau wilayah Parepare dengan menggunakan mobil bus 
umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Adanya 
perizinan angkutan kota adalah untuk memberikan kepastian hukum dan 
hak  bagi pemilik angkutan umum agar dapat mengoperasikan 
kendaraannya. Selain itu,tertibnya  perizinan angkutan umum dapat 
memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. 
Dalam pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di Kota 
Parepare Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kantor SINTAP 
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dalam pengeluaran izinnya sebagaiman pula dalam perpanjangan izin 
trayek tersebut. Sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 
Tahun 2012 yang dimana salah satu tupoksi Dinas Perhubungan adalah 
memberikan izin trayek dan usaha angkutan dan sesuai tujuan 
didirikannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( SINTAP ) 
di kota Parepare yaitu agar terpusatnya satu tempat dalam pemberian izin 
sehingga masyarakat menghemat waktu dan biaya dalam 
pengurusannya. 
II.3. KERANGKA PIKIR 
Untuk melihat efektivitas pelayanan pemberian izin trayek di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang tepat , maka penulis 
menggunakan  pendekatan yang dikemukakan oleh Hari Lubis dan Martani 
Huseini yaitu pendekatan proses (process approach) untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal 
atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses (internal process approach), 
menganggap efektivitas sebagai efesiensi dan kondisi kesehatan organisasi 
internal, yang dapat dilihat melalui indikator internal sebagai berikut : 
perhatian atasan terhadap pegawai; semangat, kerjasama dan loyalitas 
kelompok kerja; saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan 
pimpinan; desentralisasi dalam pengambilan keputusan, adanya komunikasi 
vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi, adanya usaha dari tiap 
individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan, adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif  serta 
performansi dan pengembangan pegawai, dan organisasi dan bagian-bagian 
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bekerjasama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan 
mengacu pada kepentingan bersama. Dengan adanya indikator tersebut 
yang mampu diterapkan dalam organisasi, maka dapat menciptakan 
keefektifan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan dan harapan 
masyarakat. kegiatan dan proses internal organisasi yang berjalan dengan 
lancar.  
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Kerangka  pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
PELAYANAN 
PERIZINAN 
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK 
ANGKOT DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU SATU PINTU (SINTAP) KOTA PAREPARE 
PENDEKATAN PROSES 
1. Perhatian atasan terhadap pegawai. 
2. Semangat, kerjasama dan loyalitas 
kelompok kerja. 
3. Saling percaya dan komunikasi antara 
pegawai dengan pimpinan, 
4. Desentralisasi dalam pengambilan 
keputusan. 
5. Adanya komunikasi vertikal dan horizontal 
yang lancar dalam organisasi. 
6. Adanya usaha dari tiap individu maupun 
keseluruhan organisasi untuk mencapai 
tujuan yang telah direncanakan. 
7. Adanya sistem imbalan yang merangsang 
pimpinan untuk mengusahakan terciptanya 
kelompok-kelompok kerja yang efektif  serta 
performansi dan pengembangan karyawan. 
8. Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama 
secara baik dan konflik yang terjadi selalu 
diselesaikan dengan mengacu pada 
kepentingan bersama. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Sugiyono (2013) penelitian kualitatif bertujuan untuk 
mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada 
masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah, 
sehingga dapat dipahami tingkat efektivitas  pelayanan pemberian izin trayek 
angkutan kota di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) 
Kota Parepare. 
III.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan. 
Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif 
dalam rangka mengetahui dan memahami tingkat efektivitas pelayanan 
publik dalam pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare. 
III.3. Unit Analisis 
  Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor SINTAP, 
pegawai Dinas Perhubungan selaku penghubung ke instansi tekhnis dan 
masyarakat yang  memanfaatkan (mengurus izin trayek angkutan kota) di 
Kantor SINTAP Parepare. 
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III.4. Sumber Data 
Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 
dibedakan atas dua jenis yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh 
penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian,dalam hal ini 
melakukan wawancara dan observasi ke beberapa dinas terkait, 
diantaranya: 
a. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 
respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012:157). Wawancara 
dilakukan dengan pihak Kantor Pelayanan Perizinan (SINTAP), 
pegawai Dinas Perhubungan selaku penghubung ke instansi tekhnis 
dan masyarakat yang memanfaatkan (mengurus izin) di Kantor 
Pelayanan Perizinan ( SINTAP) Kota Parepare sebagai penerima 
layanan. 
b. Observasi  
Menurut Young dan Schimdt (1973) observasi adalah sebagai 
pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap 
fenomena-fenomena yang nampak (Harbani Pasolong, 2012:131). 
Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengukur  indikator internal 
Sebagai berikut perhatian atasan terhadap karyawan; semangat, 
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kerjasama dan loyalitas kelompok kerja; saling percaya dan 
komunikasi antara pegawai dengan pimpinan; desentralisasi dalam 
pengambilan keputusan, adanya komunikasi vertikal dan horizontal 
yang lancar dalam organisasi, adanya usaha dari tiap individu 
maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan, adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan 
untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang 
efektif  serta performansi dan pengembangan karyawan, dan 
organisasi dan bagian-bagian bekerjasama secara baik dan konflik 
yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan 
bersama pada Kantor Pelayanan Perizinan (SINTAP) Kota Parepare. 
2.  Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, 
dokumen atau catatan, tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-
arsip resmi yang mendukung kelengkapan data primer.  Dalam hal ini 
data sekunder diperoleh dari data yang diambil oleh penulis dari data dari 
instansi yang berkaitan , yaitu: 
- Data permohonan izin trayek yang telah diterbitkan selama satu (1) 
tahun yaitu tahun 2015  
III.5. Narasumber atau Informan 
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana efektivitas  
pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare meliputi: 
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1) Kepala Seksi Perizinan 
2) Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi 
3) Staff Perizinan 
4) Pegawai Dinas Perhubungan selaku Penghubung ke Instansi Tekhnis 
5) Masyarakat yang  memanfaatkan (mengurus izin trayek angkutan kota) 
III.6. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(SINTAP) Kota Parepare 
III.7.  Tehnik Pengumpulan Data 
a. Studi Kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 
menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang 
ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang 
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan 
bersumber pada laporan-laporan, dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
b. Studi Lapangan, dimana peneliti mengamati apa yang dilihat, didengar 
dan dialami dalam proses pengumpulan data dilapangan. 
III.8. Analisis Data 
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tehnik analisis data deskriptif kualitatif, dimana pemaparan kenyataan yang 
peneliti peroleh dari lapangan  yang kemudian dianalisis dan dinarasikan 
sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi. 
62 
 
III.9. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah pencapaian efektivitas  pelayanan 
pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare melalui pendekatan proses yang 
indikatornya sebagai berikut : 
1) Perhatian atasan terhadap pegawai, atasan mampu memberikan 
pengarahan dan motivasi kepada semua anggota kelompok agar 
dapat  bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
2) Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. Semangat kerja 
adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan 
pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai 
produktivitas yang maksimal. Kerja sama merupakan kegiatan 
bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang 
sama.. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan 
mengantarkan pada kesuksesan. Serta loyalitas kerja adalah 
pengabdian dan ketaatan dalam melaksanakan suatu tugas yang 
diberikan oleh organisasi. 
3) Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pimpinan, 
sikap saling percaya terhadap kejujuran, kemampuan dan kecakapan 
di antara staff perizinan akan menciptakan situasi saling berbagi 
informasi dan kolaborasi dan membantu dalam pencapaian tujuan 
organisasi. 
4) Desentralisasi dalam pengambilan keputusan, adanya pendelegasian 
wewenang kepada bawahan, desentralisasi adalah pendelegasian 
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wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada rang-
orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. 
Dengan adanya pendelegasian wewenang, dapat memperbaiki serta 
meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi. 
5) Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam 
organisasi.  
 Komunikasi vertikal : komunikasi antara Kasie Perzinan dengan 
staff perizinan yang mampu memberikan pengarahan-pengarahan 
dan memberikan upan balik terhadap berbagai kondisi yang 
diutarakan oleh staff perizinan. 
 Komunikasi horizontal : komunikasi antara staff perizinan yang 
dimana pegawai Dinas Perhubungan ikut andil dalam komunikasi 
ini, mampu saling bekerja sama dengan baik sebagai teamwork.  
6) Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan, usaha dari individu maupun 
keseluruhan organisasi dapat dilihat dari dengan adanya jiwa-jiwa 
kreatif yang dimilik oleh para pegawai perizinan. Kreativitas yang 
dimiliki oleh pegawai perizinan dapat mengembangkan ide-ide atau 
menentukan cara-cara dalam menghadapi masalah yang dihadapi 
sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak akan menghambat 
proses pelayanan yang berjalan 
7) Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif  
serta performansi dan pengembangan pegawai, sistem imbalan 
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diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada para pegawai terhadap 
penilaian dari prestasi kerjanya. 
8) Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama secara baik dan konflik 
yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan 
bersama. Efektif tidaknya suatu organisasi dapat diukur melalui tingkat 
konflik yang terjadi, ketika adanya konflik yang terjadi dalam 
penyelesaiannya bagian-bagian organisasi bekerja sama dengan baik 
sesuai dengan acuan kepentingan organisasi. 
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BAB IV 
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Sekilas Tentang Kota Parepare 
Kota Parepare merupakan satu dari 24 daerah kabupaten dan kota di 
Provinsi Sulawesi Selatan, terletak pada 150 km arah utara dari Kota 
Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh dalam 
waktu 3 jam perjalanan darat dengan kondisi infrastruktur jalan beraspal 
mulus. Secara ekonomis posisi Kota Parepare sangatlah strategis, karena 
terletak pada bagian tengah Sulawesi Selatan, dan pada posisi silang yang 
menghubungkan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat maupun 
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 
Secara administratif, Kota Parepare memiliki luas wilayah sekitar 
150,56 Km2 ini dibagi atas 4 kecamatan, yaitu Soreang, Ujung, Bacukiki, dan 
Bacukiki Barat, dengan 22 kelurahan, yang berbatasan dengan : 
 Bagian utara  : Kabupaten Pinrang 
 Bagian selatan  : Kabupaten Barru 
 Bagian timur  : Kabupaten Sidrap 
 Bagian barat  : Selat Makassar 
Pemerintah Kota Parepare dikepalai seorang Walikota, didampingi 
oleh seorang Wakil Walikota, dengan 5 staf Ahli Walikota. Administrasi 
pemerintahan ditangani oleh seorang Sekretaris daerah Kota dibantu 3 
asisten Sekda dengan 10 Kepala Bagian, sedangkan untuk pelaksanaan 
pembangunan di berbagai bidang dan sektor pembangunan dilakukan 
melalui 14 Dinas dan 11 Lembaga Teknis Daerah (8 Badan dan 3 Kantor), 
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dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Sekretariat KORPRI, yang diharapkan 
dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 
Kota mungil berpenduduk 129.467 jiwa ini mempunyai berbagai 
fasilitas pendukung bagi perkembangan industri, antara lain : fasilitas 
pendukung bagi perkembangan industri, antara lain fasilitas pelabuhan laut, 
kawasan industri seluas 150 hektar, kawasan pergudangan, infrastruktur 
jalan yang mulus, telekomunikasi (baik telepon maupun internet), jaringan 
listrik, air minum/air bersih, perbankan, kesttabilan politik dan keamanan, 
dan berbagai saranan dan prasarana infrastruktur pendukung lainnya. 
IV.2.Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
(SINTAP) Kota Parepare 
Keberhasilan otonomi daerah yang basis implementasinya berada 
pada level pemerintah kabupaten/kota, akan sangat bergantung pada 
penerapan kebijakan-kebijakan susulan dari masing-masing pemerintah 
kabupaten/kota yang disesuaikan dengan koondisi daerahnya. 
Pelaksanaan otonomi daerah mengedepankan kualitas spelayanan 
terhadap masyarakat. Berkaitan itu pula, maka perizinan di daerah perlu 
ditingkatkan kualitasnya, baik melalui debirokratisasi maupun deregulasi 
perizinan, yang akan bermuara pada terciptanya pelayanan prima. 
Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pemerintah Kota Parepare 
terlebih dahulu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Sistem Pelayanan 
Perizinan Satu Atap (UPT-SINTAP), yang didirikan berdasarkan Keputusan 
Walikota Parepare Nomor 103 Tahun 2001, yang pada dasarnya merupakan 
wadah kordinasi pola pelayanan secara terpadu antar instansi pemerintah 
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dalam memberikan pelayanan pada satu tempat atau lokasi, sesuai dengan 
batas kewenangan masing-masing instansi. 
Diawali dengan keinginan seorang Walikota Parepare periode 1998-
2003, H. Basrah Hafid, SH, MM., agar seluruh pelayanan perizinan dan non-
perizinan yanng menjadi kewengan pemerintah Kota Parepare dapat 
diproses dalam satu tempats ecara cepat, mudah, murah, transparan, 
akuntabel, yang diproses secara komputerize, maka dibentuklah Tim 
Asistensi Pembentukan SINTAP yang diketuai Kepala BAPPEDA dengan 
beranggotakan para asisten Sekretaris Daerah dibantu beberapaa Kepala 
Bagian/Bidang. Tim inilah yang bertugas untuk menyiapkan segala sesutu 
yag berkenaan dengan kelahiran SINTAP di Kota Parepare, baik dari segi 
informasi teknologi, sumber daya aparatur, standar operasional, mekanisme 
pelayanan, maupun penyiapan gedung sebagai tempat pelayanan SINTAP, 
serta sarana perasarana pendukung lainnya. Dengan melalui berbagai 
macam hambatan dan problematikanya maka tepat pada tabnggal 1 Juni 
2001 beroperasilah lembaga pelayanan satu atap yang dikenal dengan 
sebutan SINTAP, yang pada tahun pertama pelayanan ddiberikan 
kewenangan memproses 7 jenis perizinan dan non perizinan, termasuk akta 
catatan sipil: akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan 
sebagianya. 
Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 
Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor 
Daerah (dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah), maka kelembagaan UPT-SINTAP berubah 
menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota 
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Parepare, yang dimana kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan 
sampai ke tahap penerbitan dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu 
tempat melalui satu pintu, dengan kedudukan sebagai unsur pelaksana 
pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada 
di bawah dan bertangungjawab kepada Walikota Parepare melalui 
Sekretaris Daerah Kota Parepare. 
Selain mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam 
penyelenggaraan daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, 
Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare, memiliki beberapa fungsi, 
sebagai berikut : 
a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan ; 
b. Penyelenggaraan non perizinan ; 
c. Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan 
non perizinan ; 
d. Pengelolaan urusan tata usaha kantor ; 
Diawal beroperasinya pada tanggal 1 Juni 2001, UPT-SINTAP Kota 
Parepare mengelola 7 (tujuh) jenis perizinan dan non perizinan, selanjutnya 
meningkat menjadi 13 (tigabelas) jenis pelayanan mulai tanggal 16 Juni 
2003, dan saat ini lembaga pengelola perizinan ini memproses 42 (empat 
puluh dua) jenis perizinan dan non perizinan, termasuk perizinan 
penanaman modal berbasis SPIPISE (sistem pelayanan informasi dan 
perizinan investasi secara elektronik) dengan standar pelayanan waktu, 
sebagai berikut : 
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    Tabel 1. Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Parepare 
No Nama Perizinan/ Non Perizinan Waktu Proses 
1 Izin Pemasangan Reklame 3 hari 
2 Izin Tempat Usaha 3 hari 
3 Izin Undang-Undang Gangguan 3 hari 
4 Izin Mendirikan Bangunan 7 hari 
5 Izin Trayek Angkutan Kota 2 hari 
6 Izin Penggunaan Alat Berat 2 hari 
7 Izin Usaha Perdagangan 5 hari 
8 Tanda Daftar Perusahaan 5 hari 
9 Tanda Daftar Gudang 5 hari 
10 Tanda Daftar Ruang 5 hari 
11 Tanda Daftar Industri 5 hari 
12 Izin Usaha Industri 5 hari 
13 Izin Usaha Angkutan 2 hari 
14 Izin Usaha Jasa Konstruksi 2 hari 
15 Izin Peruntukan Tanah 7 hari 
16 Izin Optik 2 hari 
17 Izin Toko Obat 2 hari 
18 Izin Laboratorium 2 hari 
19 Izin Rumah Bersalin 2 hari 
20 Izin Apotek 2 hari 
21 Izin Praktek Dokter Umum 2 hari 
22 Izin Praktek Dokter Gigi 2 hari 
23 Izin Praktek Dokter Spesialis 2 hari 
24 Izin Praktek Bidan 2 hari 
25 Izin Kerja Apoteker 2 hari 
26 Izin Pergantian apoteker 2 hari 
27 Izin Kerja Asisten Apoteker 2 hari 
28 Izin Kerja Perawat 2 hari 
29 Izin Kerja Perawat Gigi 2 harii 
30 Izin Kerja Refrasionis Optisien 2 hari 
31 Izin Kerja Fisioterapis 2 hari 
32 Sertifikat Laik Penyehatan Hotel 3 hari 
33 Sertifikat Laik Penyehatan Restoran 3 hari 
34 Sertifikat Laik Penyehatan Warung Makan 3 hari 
35 Sertifikat Laik Penyehatan Jasa Boga/Katering 3 hari 
36 Sertifikat Laik Penyehatan Industri Makanan 
Minuman Rumah Tangga 
7 hari 
37 Sertifikat Penyehatan Air Minum Isi Ulang 7 hari 
38 Sertifikat Laik Salon Kecantikan 3 hari 
39 Sertifikat Laik Penyehatan Pijat Kebugaran 3 hari 
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40 Sertifikat Laik Pangkas Rambut 3 hari 
41 Perizinan Penanaman Modal - 
42 Non Perizinan Penanaman modal - 
Sumber : Buku Profil SINTAP Parepare, Tahun 2014 
 
Keseluruhan perizinan tersebut diproses dalam waktu yang terukur 
dan jelas secara komputerize dengna memanfaatkan informasi teknologi 
berbasis jaringan LAN dan SPIPISE. Dengan demikian perizinan diproses 
melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan prosedural sehingga menutup 
kemungkinan akan adanya tindakan-tindakan yang tidak dikehhendaki. Bagi 
perizinan yang wajib retribusi, disipkan sistem pembayaran retribusi 
pelayanan via perbankan, sehingga tidak terdapat peredaran uang dalam 
kantor ini. 
Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang 
dipikirkan oleh Pemerintah Kota Perepare adalah pelayanan dalam satu atap 
/ pintu yang mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi 
beberapa prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip ini mampu mendorong 
terciptanya suasana yang kondusif di kalangan masyarakat, yang pada 
akhirnya dapat menumbuhkan simpati dan atensi bagi masyarakat untuk 
berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 
IV.3.Inovasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota 
Parepare 
Berbagai upaya dan inovasi telah dilakuukan oleh kantor SINTAP 
Parepare guna meningkatkann kualitas pelayanan, antara lain adalah : 
1. Penandatanganan perizinan oleh pejabat SINTAP yang telah ditunjuuk 
oleh Walikota Parepare melalui Peraturan Walikota, sehingga pelayanan 
perizinan dapat terlaksana dengan cepat; 
71 
 
2. Terhadap perizinan yang telah selesai namun belum diambil oleh 
masyarakat pemohon, maka Petugas akan mengantarkannya ke alamat 
pemohon tanpa ada tambahan biaya; 
3. Salah satu bukti transparansi, nilai retribusi yang telah dibayar pada Bank 
Sulsel cabang Parepare akan tertera pada “catatan kaki” setiap lembar 
perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor SINTAP Parepare; 
4. Tidak ada peredaran uang di Kantor SINTAP Parepare, oleh karena 
seluruh pembayaran retribusi dilakukan sendiri oleh pemohon langsung 
pada Bank Sulsel Cabang Parepare; 
5. Setiap perizinan yang dicetak memiliki nomor register yang tidak 
diketahui oleh pihak luar, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
pemalsuan perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Sintap Parepare; 
6. Penggunaan tekhnologi touchscreen atau layar sentuh dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat, alat ini juga sekaligus sebagai 
sarana untuk mengecek sampai dimana posisi permohonan dari 
masyarakat yang ditujukan kepada Kantor SINTAP; 
7. Pemanfaatan SMS centre guna mengetahui posisi dokumen permohonan 
izin dan non izin, maupun pengaduan, dengan mengakses ke nomor 
08114210344; 
8. Pengoperasian system antrean secara elektronik bagi warga yang 
mengajukan permohonan ke Kantor SINTAP 
9. Seluruh tugas pada masing-masing loket dapat dimonitor via ‘master 
control’ di ruangan kepala kantor; 
10. Pengadaan mobile service system yang mengunjungi kelurahan setiap 
hari. 
72 
 
IV.4. Tujuan Didirikan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Mutu, Kebijakan Mutu, 
janji Pelayanan, dan Motto Kantor SINTAP Kota Parepare. 
Tujuan Didirikan :  
1. Untuk menciptakan sistem pelayanan terpadu yang efektif dan efesien 
dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi, proses pengelolaannya 
memadukan beberapa jenis pelayanan perizinan/non perizinan yang 
berada di Kota Parepare untuk menyelenggarakan pelayanan secara 
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan 
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 
tempat. 
2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan semakin 
mudahnya pelayanan perizinan investasi akan berdampak pada 
pendapatan daerah dari retribusi dan pajak akibat semakin banyaknya 
badan usaha yang menjadi objek pajak. 
3. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh layanan publik secara transparan baik dari sisi waktu, biaya, 
persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh dalam hal ini prinsip 
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal-hal yang ingin 
ditonjolkan dalam pelaksanaannya. 
4. Sebagai wadah koordinasi pola pelayanan secara terpadu antar instansi 
dalam memberikan pelayanan pada satu tempat sesuai kewenangan 
masing-masing instansi. 
5. Sebagai upaya menurunkan beban kerja birokrasi dalam hal ini insatansi 
tekhnis, meningkatkan formalisasi usaha serta meningkatkan citra positif 
pemerintah daerah di mata masyarakat. 
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Visi : “ Terwujudnya jasa pelayanan perizinan yang prima dan mendapatkan 
pengakuan secara internasional “ 
Misi : 
1. Menata sistem dan prosedur pelayanan secara mudah, cepat, jelas, 
dan tepat waktu; 
2. Mendorong kreativitas dan prakarsa masyarakat; 
3. Meningkatkan peluang berusaha dan investasi; 
4. Meningkatkan transparansi proses perizinan. 
Tujuan : 
1. Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan 
otonomi daerah 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Sasaran Mutu : 
1. Mengurangi keluhan jasa sampai 4 (empat) kasus perbulan; 
2. Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian perizinan menjadi 
95% tepat waktu. 
Kebijakan Mutu : 
1. Memberikan pelayanan terbaik melalui prosedur yang lebih  mudah, 
cepat, jelas, dan tepat waktu; 
2. Komitment untuk melakukan peningkatan dan perbaikan secara 
berkesinambungan; 
3. Senantiasa berupaya untuk memenuhi kepuasan pengguna jasa 
atau masyarakat; 
4. Menggunakan sistem komputerisasi dan sumber daya manusia 
yang kompeten. 
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Janji Pelayanan : 
1. Menunjukkan kemampuan professional 
2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan; 
3. Memiliki tingkat ketepatan, efisiensi, dan efektifitas tinggi dalam 
melayani pelanggan; 
4. Memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan; 
5. Memiliki kejujuran dan kemampuan respon secara cepat dan 
tepat; 
6. Memberikan jaminan kesopanan sesuai tata nilain yang berlaku. 
Motto : “ Kalau Bisa Dipermudah, Mengapa Dipersulit?” 
IV.5. Personil, dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab di Kantor SINTAP 
Personil 
Personil yang bertugas pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare 
berjumlah 17 orang, dengan pembagian tugas diatur sebagai berikut : 
1 orang Kepala Kantor 
1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan dibantu oleh 3 staf 
administrasi perkantoran dan keuangan. 
1 orang Kepala Seksi Perizinan, yang membawahi : 
       2 orang operator komputer dan petugas administrasi 
1 orang Kepala Seksi Non Perizinan, yang membawahi: 
      2 orang operator komputer dan petugas administrasi. 
1 orang Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi, membawahi : 
2 orang petugas informasi, 2 orang operator komputer, 1 orang  
petugas administrasi. 
6 orang Petugas Penghubung ke Dinas Teknis. 
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Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kantor Pelayanan  Perizinan  
Menurut Peraturan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
tugas pokok, fungsi dan rincian tugas kantor pelayanan perizinan 
menimbang bahwa dalam rangka lebih mendukung efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
pada Kantor Pelayanan Perizinan agar lebih berhasil guna dan berdaya 
guna, maka dipandang perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian 
tugas Kantor Pelayanan Perizinan; 
A. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 
1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas memimpin 
kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
kantor dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, 
mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan kantor serta merumuskan 
kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi : 
a) perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan perizinan, 
non perizinan, pengaduan dan evaluasi; 
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
di bidang pelayanan perizinan, non perizinan, pengaduan dan 
evaluasi; 
c) pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang 
pelayanan perizinan, non perizinan, pengaduan dan evaluasi; 
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d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
3) Rincian tugas Kepala Kantor Kantor Pelayanan Perizinan sebagai 
berikut: 
a) menyusun rencana kebijakan di bidang perizinan, non perizinan, 
pengaduan dan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan oleh 
Walikota; 
b) merumuskan kebijakan perizinan dan non perizinan, serta 
mengantisipasi segala bentuk pengaduan masyarakat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c) memberikan tugas kepada sub bagian tata usaha dan para kepala 
seksi sesuai bidangnya agar tugas-tugas berjalan lancar sesuai 
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 
d) memimpin kepala sub bagian tata usaha, para kepala seksi dan 
para bawahan/staf dalam menyelenggarakan tugasnya agar 
pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang 
ditetapkan; 
e) mengkoordinir kepala sub bagian tata usaha, para kepala seksi dan 
bawahannya dalam melaksanakan tugas agar terjalin hubungan 
kerja yang harmonis; 
f) memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar 
pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan; 
g) melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber 
daya pegawai dalam lingkup kantor; 
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h) melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan 
keuangan dan penerimaan kantor, serta pengelolaan perlengkapan 
dan peralatan kantor; 
i) membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai 
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada walikota;  
j) mengatur pelaksanaan pelayanan perizinan, baik di sisi administrasi 
maupun teknis mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan;  
k) menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP);  
l) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
kelancaran pelaksanan tugas;  
m) memberi saran dan pertimbangan kepala walikota.  
B. Sub Bagian Tata Usaha 
1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif 
kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi 
perencanaan dan pelaporan kepegawaian, ketatausahaan kantor, 
perlengkapan dan aset serta keuangan. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
3 ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 
kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta 
keuangan; 
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b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang 
umum dan kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan 
aset, serta keuangan; 
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, ketatausahaan kantor, perlengkapan dan aset, serta 
keuangan; 
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : 
a) menyusun langkah kegiatan sub bagian tata usaha agar rencana 
kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b) melaksanakan dan mengatur kegiatan surat menyurat, baik yang 
masuk maupun yang keluar; 
c) melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan, 
ketertiban, pemeliharaan kantor, perjalanan dinas, ketatusahaan 
dan kepegawaian, serta keuangan; 
d) merencanakan dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan 
penyiapan pendistribusian, inventarisasi serta perlengkapan barang; 
e)  menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
f) membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 
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g) menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
h) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP);  
i) menyusun rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan 
anggaran;  
C. Seksi Perizinan 
1) Seksi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas membantu kepala kantor dalam melaksanakan tugas pelayanan 
yang berkaitan dengan perizinan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
4 ayat (1), Kepala Seksi Perizinan mempunyai fungsi : 
a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan; 
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang 
perizinan; 
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan; 
d) pemberian informasi berkaitan dengan perizinan, mekanisme dan 
persyaratan perizinan; 
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
3) Rincian tugas Kepala Seksi Perizinan sebagai berikut : 
a) menyusun langkah kegiatan seksi perizinan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
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b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
perizinan; 
c) mengevaluasi dan menetapkan seluruh hasil pelaksanaan 
administrasi perizinan agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
d) menyiapkan bahan dan kegiatan pelayanan perizinan; 
e) memberikan informasi kepada pemohon yang berkaitan dengan 
perizinan, mekanisme dan persyaratan; 
f) menerima permohonan pelayanan perizinan dan memeriksa 
persyaratan pelayanan perizinan; 
g) memproses permohonan kedalam sistem, dan menindak lanjuti 
untuk dianalisis apakah disetujui atau tidak; 
h) mendata dan membuat laporan perkembangan pelayanan perizinan 
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 
i) menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
D. Seksi Non Perizinan 
1) Seksi Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam melaksanakan 
tugas pelayanan yang berkaitan dengan non perizinan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
5 ayat (1), Kepala Seksi Non Perizinan mempunyai fungsi : 
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a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang non 
perizinan; 
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang non 
perizinan; 
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang non perizinan; 
d) pemberian informasi berkaitan dengan non perizinan, mekanisme 
dan persyaratan; 
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
3) Rincian tugas Kepala Seksi Non Perizinan sebagai berikut : 
a) menyusun langkah kegiatan seksi non perizinan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
non perizinan; 
c) mengevaluasi dan menetapkan hasil pelaksanaan administrasi non 
perizinan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d) menyiapkan bahan dan kegiatan pelayanan non perizinan; 
e) memberikan informasi kepada pemohon yang berkaitan dengan non 
perizinan, meknisme dan persyaratan; 
f) menerima dan memeriksa permohonan pelayanan non perizinan; 
g) memproses permohonan kedalam sistem dan menindak lanjuti 
untuk dianalisis apakah disetujui atau ditolak; 
h) mendata dan membuat laporan perkembangan pelayaran non 
perizinan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan; 
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i) menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
E. Seksi Pengaduan dan Evaluasi 
1) Seksi Pengaduan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam melaksanakan 
tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang pengaduan dan 
evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6 ayat (1), Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi mempunyai fungsi : 
a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan 
dan evaluasi; 
b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang 
pengaduan dan evaluasi; 
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengaduan dan 
evaluasi; 
d) penyiapan bahan pemecahan masalah dalam rangka 
menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi sebagai berikut : 
a) menyusun langkah kegiatan seksi pengaduan dan evaluasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
pelayanan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non 
perizinan; 
c) menyelenggarakan hubungan masyarakat dalam menyelesaikan 
urusan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
d) mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan; 
e) membuat laporan sehubungan kegiatan dan tugas sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; 
f) memberikan informasi (publikasi secara luas) pelayanan perizinan 
bagi masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta; 
g) menyiapkan bahan-bahan informasi pelayanan informasi; 
h) menerima pengaduan yang datang dari masyarakat dan instansi, 
baik pemerintah maupun swasta; 
i) melaksanakan tindak lanjut perngaduan dari masyarakat dan 
instansi, baik pemerintah maupun swasta; 
j) bertanggungjawab terhadap data-data pelayanan dan melakukan 
kegiatan evaluasi terhadap pemberian pelayanan perizinan; 
k) menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; 
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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F. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas jabatan fungsional pada Kantor Pelayanan Perizinan 
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
IV.6. Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Pengaduan 
Tabel 2. Standar Operasional Prosedur Kantor SINTAP Parepare 
Sumber : Buku Profil SINTAP Parepare, Tahun 2014 
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Tabel 3. Mekanisme Pengaduan Kantor SINTAP Parepare 
   Sumber : Buku Profil SINTAP Parepare, Tahun 2014 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1. Efektivitas Pelaksanaan Dilihat dari Pendekatan Proses 
Untuk mengetahui seperti apa efektivitas pelayanan publik di Kantor 
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, peneliti menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh Martani dan Lubis tentang Pengukuran Efektivitas 
dengan menggunakan pendekatan proses. Adapun indikator-indikator  
dalam pengukurannya sebagai berikut: 
1) Perhatian atasan terhadap pegawai, atasan mampu memberikan 
pengarahan dan motivasi kepada semua anggota kelompok agar 
dapat  bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
2) Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. Semangat kerja 
adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan 
pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai 
produktivitas yang maksimal. Kerja sama merupakan kegiatan 
bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang 
sama.. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan 
mengantarkan pada kesuksesan. Serta loyalitas kerja adalah 
pengabdian dan ketaatan dalam melaksanakan suatu tugas yang 
diberikan oleh organisasi. 
3) Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pimpinan, 
sikap saling percaya terhadap kejujuran, kemampuan dan kecakapan 
di antara staff perizinan akan menciptakan situasi saling berbagi 
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informasi dan kolaborasi dan membantu dalam pencapaian tujuan 
organisasi. 
4) Desentralisasi dalam pengambilan keputusan, dengan adanya 
pendelegasian wewenang,dalam membuat keputusan kepada 
bawahan dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan 
produktifitas suatu organisasi. 
5) Adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam 
organisasi.  
 Komunikasi vertikal : komunikasi antara Kasie Perizinan dengan 
staff perizinan yang mampu memberikan pengarahan-pengarahan 
dan memberikan umpan balik terhadap berbagai kondisi yang 
diutarakan oleh staff perizinan. 
 Komunikasi horizontal : komunikasi antara staff perizinan yang 
dimana pegawai Dinas Perhubungan ikut andil dalam komunikasi 
ini, mampu saling bekerja sama dengan baik sebagai teamwork.  
6) Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan, usaha dari individu maupun 
keseluruhan organisasi dapat dilihat dari dengan adanya jiwa-jiwa 
kreatif yang dimilik oleh para pegawai perizinan.  
7) Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif  
serta performansi dan pengembangan pegawai, sistem imbalan 
diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada para pegawai terhadap 
penilaian dari prestasi kerjanya. 
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8) Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama secara baik dan konflik 
yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan 
bersama. Efektif tidaknya suatu organisasi dapat diukur melalui tingkat 
konflik yang terjadi, ketika adanya konflik yang terjadi dalam 
penyelesaiannya bagian-bagian organisasi bekerja sama dengan baik 
sesuai dengan acuan kepentingan organisasi. 
Besarnya efektivitas pelayanan publik ditinjau dari indikator-indikator 
yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan. 
Adapun indikator pengukuran efektivitas antara lain:  
V.1.1. Perhatian Atasan terhadap Pegawai 
Dalam organisasi, bentuk perhatian atasan terhadap pegawai 
sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan suasana kondisi organisasi 
yang nyaman dan kondusif. Dalam pelayanan pemberian izin trayek 
angkutan kota, perhatian Kasie Perizinan terhadap staff perizinan yang 
dimana mampu memberikan pengarahan agar dapat membuat semua 
anggota kelompok bekerja sama dan bekerja secara ikhlas sesuai tupoksi  
masing-masing untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi dan 
juga dalam pemberian motivasinya, harus dapat mendorong para staff 
perizinan untuk bekerja giat dan membina bawahan dengan baik, 
sehingga terciptanya suasana kerja yang baik dan harmonis. 
Berkaitan dengan bentuk dukungan yang diberikan antara atasan 
dengan pegawai, Kasie Perizinan yang mengatakan bahwa : 
“Berpacu untuk selalu menjadi yang terbaik dan memberikan 
arahan  dan petunjuk sesuai dengan Standar Operasional 
Prosedur yang lebih baik  kedepannya agar dapat saling 
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berkompetensi secara positif tanpa harus ada yang merasa 
dirugikan. “ (hasil wawancara 2 Februari 2016) 
 
Sejalan dengan itu, Staff Perizinan yang berada di tahap pemrosesan 
kemudian mengutarakan bahwa: 
“Dukungan utama yang terjalin yakni saling memotivasi antara 
satu dan lainnya dengan menjalin komunikasi yang lebih baik 
lagi.”(hasil wawancara 3 Februari 2016) 
 
Kemudian ditambahkan oleh Kasie Perizinan mengutarakan, 
“Dalam pemberian motivasi, saya selalu mengingatkan bahwa 
segala sesuatu yang dikerjakan ada dua yang senantiasa kita 
tanamkan dalam hati yaitu yang pertama diniatkan dalam ibadah 
dan yang kedua adalah adanya perhargaan yang diberikan dari 
pimpinan maupun lembaga bagi pegawai yang memiliki prestasi 
dalam pekerjaanya.(hasil wawancara 2 Februari 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut, untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal dalam pelayanan, Kasie Perizinan senantiasa memberikan 
pengarahan dan motivasi kepada staff perizinan dalam menjalankan 
proses pelayanan perizinan. 
Berkaitan dengan indikator perhatian atasan terhadap pegawai, 
Kasie Perizinan memberikan penjelasan bahwa : 
“Ketika ada masalah yang terjadi di dalam kantor yang pertama 
yang dilakukan adalah pendekatan, mempelajari apa masalah yang 
terjadi, apa penyebab masalah itu sendiri dan memberikan solusi 
yang terbaik yang tidak merugikan pihak yang bersangkutan 
maupun orang yang merasa dirugikan” (Hasil wawancara 2 Februari 
2016) 
 Dari hasil wawancara tersebut, perhatian Kasie Perizinan sudah 
dapat dikatakan baik, karena ketika ada salah satu staff perizinan memiliki 
masalah, Kasie Perizinan melalukan pendekatan untuk mengetahui 
masalah tersebut dan cara penyelesainnya tanpa merugikan pihak 
manapun. 
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Sejalan dengan hal di atas, Kasie Perizinan Kantor SINTAP Kota 
Parepare memberikan penjelasan mengenai upaya yang dilakukan dalam 
rangka pemberdayaan pimpinan maupun pegawai, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan antara 
pimpinan maupun bawahan yang biasa dilakukan di kantor ini 
yakni adanya rapat koordinasi yang dilakukan selama sekali setiap 
bulannya, yang dimana Kepala Kantor baik Kasubag, ataupun 
Kasi Perizinan senantiasa memberikan arahan kepada individu 
masing-masing agar mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi 
baik terhadap diri sendiri maupun organisasi dan juga saling 
memberikan saran yang bersifat membangun.”(hasil wawancara 2 
Februari 2016) 
Dari hasil wawancara dan observasi, maka penulis dapat 
menggambarkan bahwa perhatian atasan terhadap pegawai di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare sudah 
dapat dikatakan baik dan juga dukungan yang diberikan oleh atasan 
kepada pegawai nampak baik. 
V.I.2. Semangat, Kerjasama dan Loyalitas Kelompok Kerja 
Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja juga 
merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengukur 
efektivitas. Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan 
seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk 
mencapai produktivitas yang maksimal. Kerja sama merupakan kegiatan 
bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama.. 
Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan 
pada kesuksesan. Serta loyalitas kerja adalah pengabdian dan ketaatan 
terhadap peraturan organisasi dalam melaksanakan suatu tugas yang 
diberikan oleh organisasi. 
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Dalam pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor 
SINTAP Kota Parepare, tingginya semangat kerja serta inisiatif dan 
loyalitas para pegawai dalam melakukan pelayanan akan tercermin pada 
disiplin waktu dari individu pegawai. Disiplin waktu disini diartikan sebagai 
sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja 
yang meliputi kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja serta 
pegawai dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar.  
Dalam pengukuran semangat kerja dan loyalitas kelompok kerja, 
penulis mengambil faktor disiplin yang dapat dilihat dari hasil wawancara 
berikut : 
Kasie Perizinan yang menyatakan pendapatnya bahwa: 
“Menurut saya berkenaan langsung karena disiplin waktu 
merupakan faktor utama dalam penunjang keberhasilan, karena 
waktu sangatlah penting makanya kita harus selalu menghargai 
waktu yang ada tanpa harus menyia-nyiakan kesempatan tersebut.” 
(hasil wawancara 2 Februari 2016) 
Adapun pendapat yang ditambahakan dari Staff Perizinan yang 
berada pada tahap pemrosesan bahwa:  
“Berkenaan disiplin waktu, otomatis berhubungan langsung dengan 
semangat dalam bekerja juga loyal terhadap pekerjaan yang sesuai 
dengan Tupoksinya dia harus menumbuhkan rasa loyal tersebut 
namun kesemuanya juga akan kembali dan tergantung dari individu 
masing-masing tanpa harus menyalahi prosedur maupun aturan 
yang telah ditetapkan misalnya jam kerja itu sendiri.” (hasil 
wawancara 3 Februari 2016) 
Kasie Perizinan menambahkan bahwa : 
“Di Kantor Sintap itu sendiri, jam kerja dimulai dari jam 07.30 dan 
setiap hari Senin-Jumat rutin diadakan apel pagi di halaman Kantor 
SINTAP . “ (Hasil wawancara 2 Februari 2016) 
Berkaitan dengan loyalitas kelompok kerja, dalam peningkatan 
loyalitas staff perizinan, Kasie Perizinan berpendapat : 
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“Dalam hal peningkatan loyalitas tidak perlu ada kiat-kiat khusus 
dikarenakan itu sudah diatur dalam peraturan kepegawaian, ketika 
seseorang telah diangkat menjadi pegawai dengan sendirinya 
sudah digariskan untuk menjadi loyal kepada organisasi. ”(hasil 
wawancara 2 Februari 2016) 
Pendapat yang dikemukakan oleh Kasie Perizinan didukung oleh 
pendapat dari Staff Perizinan yang berada di tahap pendaftaran, 
mengatakan bahwa: 
“Dalam meningkatkan loyalitas hal yang menjadi faktor yang 
sangat penting dalam peningkatannya itu karena adanya 
kesadaran diri dari setiap pegawai bahwa kami memiliki kewajiban 
untuk melayani masyarakat dan itu telah diatur,  sehingga kami 
hanya mengikuti Standar Operasional Prosedur serta peraturan  
yang telah ada .”(hasil wawancara 3 Februari 2016) 
Dari wawancara tersebut, dapat dilihat loyalitas telah ditanamkan 
ke dalam diri individu masing-masing dalam Kantor Pelayanan Perizinan 
(SINTAP) Kota Parepare dikarenakan mereka sadar akan kewajiban yang 
harus mereka penuhi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku di 
Kantor SINTAP, namun dari observasi penulis ketaatan terhadap 
peraturan dalam hal ini disiplin jam kerja masih sangatlah kurang yang 
dimana hanya hari Senin diadakan apel pagi dan itupun berlokasi di 
Kantor Walikota Parepare, pada hari Selasa-Jumat tidak ada kegiatan 
apel di pagi hari, juga tidak adanya kegiatan yang nampak pada jam 
07.30-08.30 di Kantor SiINTAP dikarenakan tidak adanya pemohon yang 
berkunjung pada sekitar jam itu dan ketika jam 08.00 pintu masih terkunci 
berarti pegawai yang berada di dalam kantor masih satu (1) orang karena 
pegawai tidak dapat melayani ketika hanya sendiri dikarenakan adanya 
loket-loket yang membutuhkan setidaknya masing-masing satu pegawai. 
93 
 
Namun dalam kerjasama antar staff perizinan di Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) sudah baik ,seperti yang 
dikatakan oleh Kasie Perizinan bahwa : 
“Dalam proses pelayanan kepada masyarakat, kerjasama 
merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan kita bersama 
yakni memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan tuntutan 
masyarakat.” (Hasil wawancara 20 Januari 2016) 
Ini didukung oleh pernyataan pemohon MW yang menyatakan : 
“ Dalam pelayanan pemberian izin trayek, menurut saya kerjasama 
antara setiap tahapannya telah berjalan dengan baik.” (Hasil 
wawancara 12 Januari 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan kerjasama setiap 
tahapan dalam proses pelayanan perizinan sudah dapat dikatakan baik 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan 
dapat dikatakan indikator Semangat, Kerjasama, dan Loyalitas Kelompok 
Kerja di Kantor Pelayanan Perizinan (SINTAP) Kota Parepare masih 
dapat dikatakan kurang dikarenakan disiplin waktu pegawai masih sangat 
kurang yang digunakan dalam pengukuran semangat kerja dan loyalitas 
kelompok kerja, namun kerja sama kelompok kerja dalam hal ini setiap 
tahapan dalam proses pelayanan pemberian izin telah dapat dikatakan 
baik Kantor Pelayanan Perizinan (SINTAP) Kota Parepare. 
V.1.3. Saling Percaya dan komunikasi antara Pegawai dengan Pimpinan 
Kepercayaan berarti keyakinan terhadap kejujuran, kemampuan, 
dan kecakapan pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dengan baik pada jabatannya. Dalam sebuah organisasi seperti 
halnya di Kantor SINTAP Kota Parepare, manfaat sikap saling percaya 
antara pegawai perizinan dengan kasie perizinan adalah terciptanya iklim 
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saling  berbagi informasi dan kolaborasi. Ketika seorang pegawai yakin 
bahwa ide-ide dan informasi yang disampaikannya akan dihargai, inisiatif 
dan kreativitasnya akan tumbuh, Kasie Perizinan yang mempercayai 
pegawainya akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka serta komunikasi atara 
staff perizinan dan kasie perizinan semakin sering dilakukan. Selain itu, 
manfaat lain dari sikap saling percaya yaitu pertumbuhan organisai yang 
lebih cepat, meningkatnya kepercayaan masyarakat, berkembangnya 
iklim transparansi, mendorong inovasi, terwujudnya keselarasan antara 
sistem dan struktur organisasi, mempertinggi loyalitas pegawai, serta 
pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi dengan lebih efektif dan 
efisien. 
Berkaitan dengan indikator tersebut dengan bagaimana saling 
percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan, Kasie 
Perizinan memberikan penjelasan,  
 “Dalam hubungan kerja baik antara pimpinan maupun bawahan 
pada Kantor SINTAP Kota Parepare kepercayaan, sangatlah 
penting yaitu dengan tidak memiliki jarak serta saling open 
manajemen dalam kantor karena ketika ada sesuatu yang tertutup 
antara satu dan yang lainnya apakah antara pimpinan dengan 
pegawai itu akan menghambat suatu pekerjaan“ (hasil wawancara 
2 Februari 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat kepercayaan Kasie 
perizinan dengan adanya open manajemen (manajemen terbuka) yang 
dimana mengikutsertakan staff perizinan dalam hal pengambilan 
keputusan di Kantor SINTAP. 
Kasie Pengaduan dan Evaluasi juga menambahkan  
95 
 
“Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik antara 
pimpinan dengan pegawai yang dimana hubungan mereka tidak 
memiliki jarak sehingga menimbulkan hubungan yang berjalan 
dengan baik dan saling memberikan kebebasan untuk menjadi 
lebih baik lagi, namun tetap disesuaikan dengan kapasitas 
maupun kemampuannya jadi semuanya menjalankan sesuai 
dengan TUPOKSI yang sudah ditetapkan.”(hasil wawancara 21 
Januari 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan kepercayaan antara 
Kasie Perizinan dengan staff perizinan sudah dapat dikatakan baik dab 
dekat, namun tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada sesuai 
dengan jabatan dan tugas yang diembang masing-masing. 
Berkaitan dengan indikator saling percaya dan komunikasi antara 
pimpinan dengan karyawan, ketika ada permasalahan yang dialami oleh 
para pegawai, Staff Perizinan dalam tahap pemrosesan mengemukakan 
bahwa: 
“Ketika ada masalah yang saya rasakan, saya akan 
mengemukakan keluhan saya kepada pimpinan, karena yang dapat 
menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kantor adalah 
pimpinan itu sendiri dengan merangkul beberapa pendapat dari 
pegawai di Kantor SINTAP “ (hasil wawancara 03 Februari 2016) 
Dari hasil wawancara tersebut, kepercayaan staff perizinan 
kepada kasie perizinan telah berjalan dengan baik dikarenkan setiap ada 
masalah yang terjadi, pegawai langsung mengemukakan masalah 
tersebut kepada Kasie Perizinan dan telah terjadinya open manajemen 
yang dimana mengikutsertakan para staff perizinan dalam penyelasaian 
masalah yang terjadi. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan 
maka penulis dapat menggambarkan bahwa saling percaya dan 
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komunikasi antara pimpinan dan pegawai sudah dikatakan baik karena 
dalam hubungan kerja pada Kantor SINTAP tidak memiliki jarak serta 
saling open manajemen sehingga menimbulkan hubungan komunikasi 
yang baik serta nyaman antara pimpinan dengan pegawai. 
V.1.4. Desentralisasi dalam Pengambilan Keputusan 
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat 
keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada 
pada level bawah dalam suatu organisasi. Menurut Tata Sutabri 
(2005:131) pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam 
rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk 
dilaksanakan. Pada hakekatnya, kegiatan pengambilan keputusan 
dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah atau problem dalam usaha 
mencapai suatu tujuan tertentu. Pengambilan keputusan ini bertujuan 
mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan sehingga 
usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik 
dan efektif.  Pentingnya pendelegasian wewenang kepada bawahan 
sangatlah penting dalam menciptakan kerjasama antara atasan dengan 
bawahan dalam penyelesaian masalah yang terjadi. 
Pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota Parepare, dalam 
pengambilan keputusannya, adanya pelimpahan wewenang kepada para 
staff perizinan sebagai pemberi pelayanan yang dimana bertugas dalam 
menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembuatan 
izin trayek angkutan kota di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu Kota Parepare. 
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Berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan 
dalam kantor, Kepala Seksi Perizinan memberikan penjelasan 
wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan bahwa: 
“ Pengambilan keputusan dalam Kantor SINTAP bersifat kolektif 
dan disesuikan dengan peraturan yang sudah ada, begitupula 
terkait dengan bagaimana pendelegasian wewenangnya sesuai 
dengan struktur organisasi dan peraturan yang ada.“ (hasil 
wawancara  2 Februari 2016) 
 
Terkait dengan bagaiamana proses pengambilan keputusan 
dalam organisasi, Kasie Pengaduan dan Evaluasi kemudian 
mengutarakan bahwa: 
“Mengenai pengalihan wewenang dalam proses pengambilan 
keputusan di Kantor ini, yah disesuaikan dengan jabatan 
kepegawaian serta struktur organisasinya.” (hasil wawancara 21 
januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut, dalam pengambilan keputusan 
dilakukan secara musyawarah denga para staff perizinan dan 
pendelegasian wewenangnya disesuikan dengan struktur organisasi. 
Pada situasi darurat, pegawai diberikan wewenang untuk 
mengambil keputusan, seperti yang diungkapkan oleh Kasie Perizinan 
mengungkapkan  bahwa: 
“Dalam pengambilan keputusan, para pegawai dalam keadaan 
tertentu dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang 
terjadi, namun mereka tetap harus berkoordinasi minimal dengan 
saya, selaku Kasie Perizinan.” (hasil wawancara 2 Februari 2016) 
 
Didukung oleh pendapat dari Staff Perizinan yang berada pada 
tahap pendaftaran, mengatakan bahwa: 
“Kalau permasalahannya tidak rumit namun keputusannya juga 
disesuaikan, maka pegawai yang bersangkutan dimungkinkan 
untuk mengambil keputusan tapi harus juga dikomunikasikan 
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terlebih dahulu dengan pimpinan yang bersangkutan.” (hasil 
wawancara 3 Februari 2016) 
Dari hasil wawancara, staff perizinan dapat mengambil keputusan 
pada saat darurat, namun keputusan yang dia ambil tetap harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Kasie Perizinan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis 
lakukan maka penulis dapat menggambarkan bahwa Desentralisasi 
dalam Pengambilan Keputusan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
sudah cukup bagus dikarenakan telah adanya pelimpahan wewenang 
yang diberikan kepada staff perizinan pada saat situasi darurat.  
V.1.5. Adanya Komunikasi Vertikal dan Horisontal yang Lancar dalam 
Organisasi 
Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri 
kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau 
akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi merupakan suatu proses 
mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan 
pesan. Dengan adanya komunikasi yang lancar, akan memberikan 
kesempatan pada bagian-bagian organisasi untuk saling berkomunikasi 
dan mengkoordinasikan kegiatan agar tujuan oraganisasi dapat tercapai. 
Berkaitan dengan pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota, 
komunikasi sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai 
baik secara vertikal maupun horizontal. 
- Komunikasi secara vertikal yang dimaksud di Kantor SINTAP dalam 
pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota adalah komunikasi 
antara kepala seksi perizinan dengan staff perizinan, yang dimana 
kepala seksi perizinan mampu memberikan pengarahan-pengarahan 
atau instruksi-instruksi kerja dalam pelayanan perizinan dan 
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memberikan umpan balik terhadap berbagai kondisi yang diutarakan 
oleh staff perizinan.  
- Komunikasi secara horizontal dalam pelayanan ini adalah komunikasi 
antara para staff perizinan yang dimana pegawai Dinas Perhubungan 
yang selaku penghubung ke instansi tekhnis ikut andil dalam 
komunikasi ini, yang dimana para staff dan penghubung ini mampu 
saling bekerjasama dengan baik sebagai teamwork dalam memberikan 
pelayanan izin trayek angkutan kota. 
Berdasarkan indikator tersebut, komunikasi yang dilakukan oleh 
pimpinan kepada pegawainya, Kasie Perizinan mengatakan bahwa : 
“Komunikasi berjalan dengan lancar, pegawai senantiasa 
bertanya ketika ada yang tidak dipahami dalam proses pelayanan 
perizinan, namun dalam pengawasan terhadap pegawai dalam 
proses pelayanan pemberian izin tidak perlu adanya koordinasi 
karena dalam proses pelayanan berjalan dengan sendirinya 
karena telah ada standar yang dijadikan acuan dalam 
pelayanannya, dan juga Kantor SINTAP memakai Sistem LAN 
(Local Area Network) ketika telah diperiksa dan dinyatakan 
lengkap dan didaftar, akan connect secara keseluruhan dalam 
internal SINTAP, sehingga tidak perlu ada pengawasan langsung 
dikarenakan pegawai juga masing-masing telah mengetahui 
tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku.” (hasil wawancara 20 
Januari 2016) 
 
Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Staff Perizinan di 
tahap pendaftaran yang menyatakan : 
“Komunikasi kami dengan pimpinan dapat dikatakan sesering 
mungkin ketika ada yang perlu kami tanyakan ataupun ketika kami 
perlu arahan, dan Kasie Perizinan akan memberikan arahan yang 
sesuai yang kami inginkan. (hasil wawancara 3 Februari 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, komunikasi vertikal antara 
Kasie Perizinan dan staff perizinan sudah cukup baik dikarenakan 
pegawai senantiasa menanyakan hal yang tidak diketahui dalam proses 
pelayanan perizinan kepada Kasie Perizinan. 
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Berkaitan dengan komunikasi horizontal dalam pelayanan 
perizinan, bagaimanakah komunikasi yang terjadi antara pegawai dalam 
lingkup pelayanan perizinan trayek angkutan kota, staff perizinan tahap 
informasi yang menyatakan pendapatnya bahwa: 
“Komunikasi kami berjalan dengan baik, kami telah berbentuk 
kekeluargaan, yang dimana dalam proses pelayanan kami bekerja 
sebagai “teamwork” dan ketika ada salah satu tahap yang dimana 
pegawainya kosong, maka kami akan otomatis mengisi tempat 
tersebut dalam pelayanan perizinan.” (hasi wawancara 3 Februari 
2016) 
 
  Pegawai Dishub selaku penghubung juga menyatakan bahwa : 
“ Dalam hal ini, saya telah menjadi bagian dari kantor SINTAP itu 
sendiri, dimana saya berkomunikasi sebagai teamwork dan kami 
senantiasa membantu sama lain.” (hasil wawancara 22 Januar 
2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan 
maka penulis dapat menggambarkan bahwa komunikasi vertikal dan 
horisontal dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota 
Parepare sudah dapat dikatakan lancar. 
V.1.6. Adanya Usaha dari Setiap Individu maupun Keseluruhan Organisasi 
untuk Mencapai Tujuan yang telah Direncanakan. 
Usaha dari semua elemen didalam organisai sangat penting 
dalam menunjang keberadaan suatu organisasi, adanya usaha dari setiap 
individu maupun keseluruhan organisasi untuk mecapai tujuan yang telah 
direncanakan merupakan sesuatu yang penting dalam menunjang 
eksistensi dari sebuah organisasi. Dalam pelayanan pemberian izin trayek 
angkutan kota, usaha dari individu maupun keseluruhan organisasi dapat 
dilihat dari dengan adanya jiwa-jiwa kreatif yang dimilik oleh para pegawai 
perizinan. Kreativitas yang dimiliki oleh pegawai perizinan dapat 
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mengembangkan ide-ide atau menentukan cara-cara dalam menghadapi 
masalah yang dihadapi sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak akan 
menghambat proses pelayanan yang berjalan  
Berkaitan dengan adakah usaha yang berupa kelebihan ataupun 
jiwa kreatif yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan untuk 
pencapaian tujuan, Kasie Perizinan Kantor SINTAP Kota Parepare yang 
mengatakan bahwa: 
“Hampir seluruh pegawai memiliki jiwa kreatif, ketika terjadi 
sesuatu dalam hal proses perizinan, terkadang staff perizinan 
memberikan ide-idenya dan usulannya , saya akan melakukan 
pertimbangan ketika saran tersebut akan mempercepat proses 
pelayanan, namun pada saat ini para staff perizinan hanya 
mengikuti ketetetapan yang berlaku.” (hasil wawancara 2 Februari 
2016) 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa selama ini 
belum ada staff perizinan yang meberikan saran/usulan dalam 
mempercepat pelayanan dikarenakan selama ini masih mengikuti 
prosedur yang ada. 
 Kasie Pengaduan dan Evaluasi mengemukakan pendapatnya bahwa: 
“Kreatif mungkin semua ada pada manusia akan tetapi mungkin ia 
tidak tahu berupa apa atau seperti apa untuk pengembangannya, 
namun sejauh ini di kantor ini hanya menerapkan pengevaluasian 
dalam sistem kerja, yang biasa diadakan satu kali setiap bulan. 
Dari sistem pengevaluasian inilah kita dapat ketahui apa yang 
direncanakan belum maksimal, maka diperlukan pengembangan 
lagi menjadi lebih baik.”(wawancara 21 Januari 2016) 
 
Selanjutnya, Staf Perizinan yang berada pada tahap pendaftaran 
mengatakan bahwa: 
“Pada umumnya kami para pegawai harus mengikuti aturan yang 
ada namun apabila jiwa kreatif itu muncul mungkin saja kami 
salurkan selama tidak menyalahi dan merugikan, akan tetapi 
sampai saat ini belum adanya jiwa kretif yang dimunculkan dalam 
pelayanan, akan tetapi kita hanya berpatok saja pada yang sudah 
menjadi ketetapan.”(hasil wawancara 3 Februari 2016) 
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Berdasarakan Hasil wawancara dan tinjauan ulang berdasarkan 
observasi, belum adanya usaha yang muncul baik itu berupa kelebihan 
ataupun jiwa kreatif yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan untuk 
pencapaian tujuan, karena mereka hanya berdasar kepada prosedur 
yang sudah ada tanpa harus menyalahi aturaan untuk pencapaian 
tujuannya sendiri. 
V.1.7.Adanya Sistem Imbalan yang Meransang Pimpinan untuk 
Mengusahakan Terciptanya Kelompok-Kelompok Kerja yang Efektif 
serta Performansi dan Pengembangan Pegawai. 
Menurut Kamus Bisnis, sistem imbalan atau sistem penghargaan 
(reward system) adalah sebuah program formal atau informal yang 
digunakan untuk mengenali prestasi individual pegawai, seperti 
pencapaian sasaran atau proyek atau penggunaan ide-ide kreatif. Siagian 
(2012:253) berpendapat, sistem imbalan yang baik adalah sistem yang 
mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada 
gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara dan 
mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku 
positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Jadi dapat 
dikatakan sistem imbalan diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada 
para pegawai terhdap penilaian dari prestasi kerjanya. 
Dalam pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota di Kantor 
SINTAP, dengan adanya sistem imbalan atau yang lebih dikenal dengan 
kompensasi yang diberikan oleh Kasie Perizinan kepada staff perizinan 
yang berprestasi, akan menciptakan kerjasama sama para staff perizinan, 
prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai akan lebih meningkat. 
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Berkaitan dengan indikator tersebut, Kasie Perizinan mengatakan 
bahwa : 
“Ya ada, semua lingkup pemerintahan menerapkan sistem 
tersebut, jadi ketika ada pegawai berprestasi tentunya akan 
adanya penghargaan yang diberikan oleh pimpinan, dan ketika 
ada pelanggaran yang dilakukan juga akan diberikan sanksi 
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan-
ketetuan tentang  sistem reward dan punishment pada kantor 
pemerintahan telah diatur oleh Peraturan Walikota itu sendiri”. 
(hasil wawancara 2 Februari 2016) 
 
Pendapat diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Staff Perizinan yang berada pada tahap pemrosesan bahwa : 
“Sistem reward pastinya ada, namun kita harus bedakan sistem 
reward yang diberikan oleh kantor pemerintahan dan swasta yang 
seperti dengan adanya kenaikan gaji atau pangkat itu tidaklah 
mudah ketika kita berada di kantor pemerintahan, begitupula yang 
terjadi pada sistem punishment, semua telah diatur oleh 
ketentuan–ketentuan yang berlaku itu sendiri.” (hasil wawancara 3 
Februari 2016) 
 
Selanjutnya ditambahkan oleh pendapat Staff Perizinan yang 
berada di tahap pendaftaran mengemukakan bahwa : 
“Sistem reward dalam Kantor Sintap selama ini belum ada 
nampak bahwa pegawai pernah menerimanya, namun pada 
sistem punishment terkadang dilakukan ketika ada beberapa 
pegawai yang tingkat kedisiplinannya kurang, akan terjadi 
penurunan intensitas kerjanya “ (hasil wawancara 3 Februari 
2016) 
 
Berdasarakan hasil wawancara dan tinjauan ulang berdasarkan 
observasi, telah adanya sistem imbalan yang telah diterapkan oleh  
Walikota Parepare, namun hanya sebatas dengan peraturan yang 
berlaku dalam lingkup pemerintahan. Dalam Kantor Sintap, belum pernah 
ada penghargaaan yang diberikan kepada pegawai jadi dapat dikatakan 
sistem imbalan tersebut belum mampu merangsang pegawai untuk 
mengusahakan terciptanya kinerja yang efektif serta performansi dan 
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pengembangan kinerjanya dikarenakan sistem imbalan yang diterapkan 
oleh Kantor SINTAP ada ketentuan– ketentuan yang harus dipenuhi 
sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan walikota, sehingga 
pimpinan tidak bisa mengambil inisiatif tersediri untuk mengembangkan 
pola sistem reward itu tersebut. 
 
V.1.8. Organisasi dan Bagian-Bagian Bekerja Sama secara Baik, dan 
Konflik yang Terjadi selalu Diselesaikan dengan Acuan Kepentingan 
Organisasi 
Konflik merupakan suatu pertentangan dan ketidaksesuaian 
kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, sosial, dan 
psikologis sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional 
(Hendyat Soetopo, 267:2010). Efektif tidaknya suatu organisasi dapat 
diukur melalui tingkat konflik yang terjadi. Jika level konflik rendah maka 
tingkat keefektifan organisasi juga rendah. Sebaliknya jika konflik berada 
pada level tinggi, organisasi sulit dikendalikan, bahkan seluruh potensi 
organisasi digunakan untuk memikirkan pemecahan konflik. Hal ini akan 
merugikan organisasi dan gagal dalam mencapai keefektifan. Dalam 
menghadapi konflik atau masalah yang terjadi perlunya kerjasama antara 
organisasi dan bagian-bagian yang bersangkutan.  
Dalam lingkup pelayanan pemberian izin trayek trayek angkutan, 
ketika ada masalah konflik yang terjadi, dalam penyelesaiaanya bagian-
bagian bekerjasama antara pegawai SINTAP, pegawai Dinas 
Perhubungan yang selaku penghubung ke instansi tekhnis serta 
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masyarakat yang memanfaatkan serta menilai kinerja birokrasi, sesuai 
dengan acuan kepentingan organisasi. 
Dalam pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota, masalah 
atau konflik yang sering dialami oleh masyarakat/pemohon, HN 
berpendapat : 
“Dalam pelayanan pemberian izin trayek, saya tidak mengetahui 
bagaiman prosedur/tahapan- tahapan serta persyaratan– 
persyaratan yang harus dipenuhi sehingga waktu dan biaya yang 
dibutuhkan menjadi hal yang sering saya pertanyakan” (Hasil 
wawancara 10 Januari 2016) 
 
Dalam menanggapi keluhan tersebut, Kasie Perizinan 
menjelaskan bahwa : 
“Ketika masyarakat mengikuti alur pelayanan yang sesuai dengan 
SOP Kantor SINTAP itu sendiri, maka dapat dikatakan proses ini 
termasuk mudah dikarenakan hanya membutuhkan satu tempat 
tempat dan melalui satu pintu dalam pengurusannya, dan juga 
dengan adanya ketidakjelasan prosedur dan persyaratan , dalam 
Kantor SINTAP telah ditempel bagaimana prosedur serta 
persyaratan yang harus dilalui  dan biaya yang dikeluarkan“ (hasil 
wawancara 20 januari 2016)  
Kemudian Kasie Pengaduan dan Evaluasi mengemukakan : 
“Telah disediakan kotak pengaduan di depan Kantor SINTAP, jadi 
ketika ada kekurangan dalam pelayanan perizinan dapat 
dikemukakan melalui kotak pengaduan tersebut, agar kami dapat 
mendiskusikan serta menyelasaikannya agar masalah yang sering 
dikeluhkan masyarakat tidak terjadi lagi. Namun selama ini, dalam 
pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota belum pernah ada 
yang memasukkan keluhannya” (hasil wawancara 21 Januari 
2016) 
Berdasarkan hasil tinjauan langsung penulis, telah ada disediakan 
kotak pengaduan depan Kantor, namun hampir tidak pernah ada yang 
masukkan keluhannya disana, dalam pemberian izin trayek ini sendiri, 
masyarakat tidak mengetahui adanya kotak pengaduan yang telah 
disediakan. Jadi adanya kotak pengaduan yang disediakan belum 
berfungsi secara baik. 
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Adapun proses/ tahapan– tahapan serta persyaratan-persyaratan 
dalam pengurusan izin trayek sebagai berikut : 
Persyaratan – persyaratan yang dipenuhi dalam pengurusan surat 
izin trayek angkutan kota sebaga berikut : 
1. Surat Ijin Trayek yang telah berakhir masa berlakunya ( ini ketika 
pada saat perpanjangan ) 
2. Fotocopy STNK 
3. Fotocopy Buku Penguji Kendaraan Bermotor (KEUR) 
4. Fotocopy KTP 
5. Surat Izin Usaha Angkutan 
6. Bukti Pelunasan SIPARTA 
Adapun  waktu yang dibutuhkan dalam proses pemberian dokumen 
izin trayek angkutan kota adalah dua hari dan tarif biaya retribusi sesuatu 
dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Perizinan Tertentu adalah Rp.75.000,00 
Mekanisme alur penerbitan izin trayek angkutan Kota di Kantor 
Pelayanan Perizinan Kota Parepare digambarkan berikut ini : 
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   Penjelasan Alur Pelayanan 
1. Pemohon mengisi form aplikasi yang dapat diperoleh secara gratis di 
Loket informasi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung 
secara jelas dan lengkap sesuai jenis permohonan. 
2. Loket Pendaftaran menerima permohonan perizinan yang telah 
memenuhi persyaratan, dengan memberikan bukti penerimaan berkas 
berupa checklist pendaftaran perizinan. Checklist ini juga menunjukkan 
waktu kapan perizinan bisa selesai dan siambil oleh pemohon; 
3. Loket pemrosesan melakukan input data permohonan, dan mencetak 
perizinan setelah disetujui oleh Kepala Dinas Teknis terkait; 
4. Petugas Penghubung menyampaikan berkas perizinan kepada Dinas 
teknis guna dilakukan tinjauan lapangan; 
5. Kepala Dinas teknik membubuhkan tandatangan persetujuan 
penerbitan perizinan pada lembar disposisi atas hasil tinjauan 
dilapangan. Berkas dikembalikan ke Kantor Sintap oleh Petugas 
Penghubung; 
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6. Loket SKRD mencetak surat ketetapan retribusi daerah tentang 
perizinan dimaksud. SKRD merupakan media pembayaran retribusi 
daerah ke Bank Sulsel Cabang Parepare. 
7. Pemohon membayar retribusi dengan menggunakan media SKRD 
langsung pada bank Sulsel; 
8. SKRD yang telah divalidasi oleh petugas Bank digunakan sebagai 
bukti untuk mengambil perizinan.; 
9. Loket Penyerahan menyerahkan perizinan kepada Pemohon dengan 
membuat ; 
10. Bukti Penyerahan yang ditandatangani oleh Pemohon dan 
Petugas Loket.  
 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan 
ketidaksesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan yang 
pemohon lakukan, delapan (8) dari sepuluh (10) pemohon yang telah 
mengurus menyatakan : 
“Saya mengurus izin trayek itu di Kantor Dinas Perhubungan, saya 
hanya menunjukkan persyaratan-persyaratan yang telah saya 
penuhi dan membayar disana, nanti pegawai Dinas Perhubungan 
yang mengurus segala keperluan selanjutnya dan setelah selesai, 
saya akan kembali ke Kantor Dishub untuk mengambil dokumen 
izin saya yang telah selesai” (hasil wawancara 8 Januari 2016) 
 
Masyarakat yang lainnya yaitu H.KT mengatakan bahwa : 
“Dalam pengurusan izin trayek itu dapat diproses di Kantor 
SINTAP atau ke Dinas Perhubungan, saya pernah mengurus di 
dua tempat, namun ketika ingin lebih cepat saya akan mengurus 
ke Dinas Perhubungan, karena disana ada yang bisa uruskan 
dalam pemberian izin trayek dikarenakan saya orang sibuk jadi 
saya biasanya minta diuruskan oleh pegawai Dishub, waktu yang 
biasa saya diperlukan dalam pengurusan adalah lima (5) atau 
tujuh (7) hari yang penting tidak pernah lebih dari seminggu dan 
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biaya dibutuhkan adalah Rp. 75.000,00 “ (hasil wawancara 10 
Januari 2016) 
 
Sedangkan hasil wawancara oleh MM menyatakan bahwa ; 
“Dalam pengurusan izin trayek, saya ke kantor SINTAP dan 
menurut saya segala prosedur dan persyaratan disana sudah 
cukup jelas dan mudah, dan penghubung telah berada disana 
sehingga saya tidak perlu ke kantor Dishub karena sudah tugas 
penghubung tersebut yang membawa berkas untuk disetujui oleh 
Kepala Dishub, saya hanya memerlukan satu tempat dalam 
pengurusannya dan juga disana telah disediakan Bank Sulsel 
untuk pembayaran retribusi sebesar Rp.75.000,00 dan waktu yang 
diperlukan dalam prosesnya adalah empat (4) hari”. (hasil 
wawancara 12 Januari 2016) 
 
Dalam tinjauan langsung penulis yang lakukan selama penulis  
melakukan penelitian, penulis tidak menemukan masyarakat/pemohon 
izin trayek angkot mengurus di Kantor SINTAP namun yang ditemukan 
hanyalah Pegawai  Dinas Perhubungan selaku penghubung yang juga 
dapat dikatakan sebagai pemohon izin trayek angkutan kota dikarenakan 
yang mengurus segala keperluan yang seharusnya pemohon/masyarakat 
lakukan, pegawai Dishub yang mengikuti prosedur mulai dari penulisan 
permohonan, pendaftaran, pembayaran di Bank Sulsel (berada dalam 
Kantor SINTAP) serta menunggu ketika dokumen izin telah selesai 
diterbitkan. 
Mengenai adanya ketidaksesuaian prosedur serta kelebihan tugas 
yang dialami oleh pegawai Dinas Perhubungan, Kasie Perizinan 
berpendapat : 
“Dalam hal ini yang salah adalah masyarakat dikarenakan ketika 
ia mengurus di Kantor SINTAP segala informasi yang mereka 
butuhkan ada disini dan akan dijelaskan oleh tahap informasi, dan 
juga jelas-jelas ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan jadi yah 
ketika ia ingin mengurus perizinan, mereka seharusnya berada di 
Kantor SINTAP, dan menanggapi soal kelebihan tugas yang 
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dialami penghubung juga merupakan salah dia sendiri, mengapa 
mengambil tugas masyarakat.” (Hasil wawancara 20 januari 2016) 
 
Berkaitan dengan kejadian yang terjadi, Pegawai Dinas 
Perhubungan yang selaku penghubung mengemukakan : 
“Di dalam Kantor Dishub juga telah ada bagaimana prosedur 
pelayanan izin trayek angkutan kota, namun sekarang telah 
banyak pemohon yang hanya ingin simpelnya, padahal ketika ia 
mengikuti prosedur mereka yang pergi mendaftar ke Kantor 
Sintap, dan saya akan jemput berkas yang telah diproses untuk 
ditandatangani oleh Kepala Dishub, namun misalnya adanya 
ketidaklengkapan persyaratan seperti belum melunasi SIPARTA 
sehingga pemohon harus kembali ke Dishub untuk membayar, 
nah disini pemohon merasa ribet untuk bolak-balik dalam 
pengurusannya, sehingga pemohon selalu mengurus disini. 
Dengan adanya kelebihan tugas yang saya rasakan, saya hanya 
menerimanya karena ini merupakan resiko yang biasa terjadi 
ketika menjalani tugas saya sebagai penghubung, namun saya 
sangat bersyukur ketika pemohon itu sendiri ke Kantor SINTAP 
untuk mengurus perizinannya.” (hasil wawancara 22 Januari 2016) 
 
Hal ini senada yang dikemukakan oleh pemohon NW yang 
menyatakan: 
“Kalau bisa dalam pengurusan izin trayek itu di satu tempat saja, 
dan juga sebaiknya persyaratan-persayaratan yang harus 
dipenuhi itu dikurangi, dikarenakan kami harus pulang balik 
mengurus ke beberapa tempat lagi ketika persyaratan kami 
kurang.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut, proses pelayanannya belum 
sepenuhnya efektif, dikarenakan masih adanya pemohon yang mengeluh 
tentang proses pelayanan yang berbelit-belit. 
 
Dalam observasi yang dilakukan penulis di Kantor Dinas 
Perhubungan bagian khusus Izin Trayek Angkutan Kota, telah benar ada 
prosedur dalam pelayanan izin trayek angkutan kota, namun dalam hal 
pemberian penjelasan prosedur tersebut tidak pernah dikemukakan oleh 
penghubung kepada pemohon yang mengurus di Dishub dikarenakan 
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pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana proses yang seharusnya 
dilalui dan juga dalam Kantor Dishub tidak ditemukan pengumuman 
tentang berapa biaya retribusi yang harus dibayar dalam pengurusannya. 
 
Staff Perizinan yang berada di tahap informasi juga mengemukakn 
pendapatnya bahwa : 
“Ketika ada pemohon yang tidak mengetahui proses dalam 
pelayanan , kami senantiasa menjelaskan secara rinci , namun 
ketika ketidakjelasan prosedur dikarenakan masyarakat tidak 
pernah ke Kantor SINTAP untuk mengurus, maka itu sudah bukan 
kesalahan kami, tapi pemohon itu sendiri.” (hasil wawancara 3 
Februari 2016) 
 
Dari wawancara yang dilakukan masyarakat, ada beberapa 
pemohon yang bahkan tidak mengetahui bahwa pelayanan izin trayek 
angkutan kota itu berada di Kantor SINTAP karena menurut mereka 
tempat pengurusannya masih berada di Kantor Dishub. Mengenai 
masalah tersebut, Kasie Perizinan berpendapat bahwa : 
“Kami rutin setiap sebulan sekali diundang di radio pemerintahan , 
untuk mempromosikan Kantor kami, dengan menjelaskan 
pelayanan apasaja yang dilayani oleh kantor kami, serta penjelasan 
bagaimana prosedur pelayanannya termasuk Izin Trayek Angkutan 
Kota, ketika adanya masalah seperti maka pemohon yang malas 
untuk mencari dalam pelayanan yang ingin mereka urus atau 
baisanya ia bertanya kepada orang yang salah” (Hasil wawancara 
20 Januari 2016) 
 
Dengan adanya ketidakjelasan biaya retribusi dalam proses 
pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota, yang dimana 
pembayaran yang seharusnya Rp.75.00,00, namun adanya kelebihan 
pembayaran seperti yang dialami oleh supir angkot perwakilan dari 
rute Perumnas yang mengatakan : 
“ Saya mengurus izin trayek angkutan kota itu d Kantor Dinas 
Perhubungan dan biaya yang dibutuhkan dalam setiap perpanjang 
izin trayeknya Rp.200.000,00, kami tidak mengetahui peraturan 
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yang telah diterapkan, ketika kami ingin mengurus hanya 
diberitahukan berapa yang harus dibayar, namun kami protes 
dengan mengapa pembayarannya seperti ini,   kami hanya 
diusulkan untuk mengurus ditempat lain ketika kami tidak 
mengikuti arahan dari pegawai tersebut.”(Hasil wawancara 10 
Januari 2016) 
Hal ini senada dengan yang dirasakan oleh supir angkot lain, RL 
yang mengatakan: 
“Saya mengurus izin trayek di Dinas perhubungan, dan disana ada 
pegawai yang menawarkan untuk menguruskan perpanjangan izin 
treayek saya, dan biaya yang dibutuhkan itu Rp.300.000,00 setiap 
perpanjangan izin trayek pertahunnya.” (Hasil wawancara 11 
Januari 2016) 
Melihat dengan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang 
dapat dikatakan sebagai calo’ yang memanfaatkan situasi seperti ini, 
Kasie Perizinan mengemukakan pendaptnya : 
“ Ketika ada permasalahan yang dimana bukan dalam ranah 
lingkup Kantor SINTAP, itu bukan wewenang kami dikarenakan 
kami senantiasa mengingatkan misalnya di dalam Kantor ada 
tulisan yang menyatakan ‘ terimakasih untuk tidak menggunakan 
jasa calo’‘ , sehingga ketika ada permasalahan tersebut yang 
bertanggung jawab adalah Kantor Dishub yang dimana asal 
oknum itu berada “ (hasil wawancara 20 Januari 2016) 
Pegawai Dinas Perhubungan yang selaku penghubung 
mengemukakan pendapatnya bahwa : 
“itu merupakan sudah menjadi rahasia tertutup kami, saya telah 
mengetahui hal tersebut yang dimana oknum itu berasal dari 
pegawai Dishub namun itu bukan berasal dari Staff dari perizinan 
angkutan kota,  namun saya tidak memiliki kewenangan untuk ikut 
campur ketika ada masalah seperti itu, yang selalu saya lakukan 
adalah memberitahu masyarakat biaya retribusi yang seharusnya 
dibayar ketika mereka menemui saya” ( hasil wawancara 22 Januari 
2016 ) 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui memang benar 
adanya calo’ dan itu dibenarkan oleh pihak SINTAP maupun pihak 
Dishub, namun untuk penyelesaian dari masalah adanya calo’ belum ada 
tindakan baik dari pihak SINTAP maupun Dishub. 
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Ketidakjelasan waktu juga dirasakan oleh pemohon dikarenakan 
ketika melihat lampiran rekapan izin trayek tahun 2015 , dapat kita lihat 
hanya beberapa yang dua (2) hari dalam penyelesaian pengurusannya, 
yang lainnya lebih dari lima (5) hari bahkan ada yang lebih dari sepuluh 
(10) hari. Melihat situasi tersebut, Kasie Pengaduan dan Evaluasi 
mengatakan bahwa : 
“Ketika adanya keterlambatan proses pemberian izin trayek 
angkutan kota, penyebabnya biasanya dikarekan keterlambatan 
penghubung dalam pengambilan berkas untuk ditandatangani oleh 
Kepala Dishub.” (Hasil wawancara 21 Januari 2016) 
 Kasie Perizinan menyatakan pendapatnya bahwa : 
“Dalam proses pemberian izin trayek angkutan seharusnya diproses 
dalam lima (5) hari dikarenakan ketika penghubung terlambat 
melaksanakan tugasnya maka itu pastinya lebih dari 2 hari, 
dikarenakan penghubung juga memiliki tugas pokok di Kantor 
Dishub, sehingga memungkinkan adanya keterlambatan dalam 
pengambilan berkas “ (hasil wawancara 2 Februari 2016) 
 Namun penghubung instansi tekhnis mengatakan : 
“Dalam proses pelayanan pemberian izin trayek angkutan kota 
diproses 2X24 jam, ketika adanya kelebihan dari waktu tersebut 
yang salah adalah masyarakat dikarenakan biasanya masyarakat 
terlambat membayar sehingga penyerahan dokumen izinnya juga 
ikut terlambat “ 
Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan bapak HK yang 
sebagai pemohon yang menyatakan : 
“Ketika saya mengurus di Kantor Dishub dalam pemberian izin 
trayek, saya juga telah memberikan biaya retribusi yang dibayar 
beserta kelengkapan berkasnya dan waktu dibutuhkan biasanya 5 
hari, yang penting tidak pernah lebih dari seminggu dalam 
pengambilan dokumen izinnya.“ (Hasil wawancara 10 Januari 2016)  
Dari data yang dilampirkan dan hasil wawancara diatas 
menunjukkan bahwa seringnya keterlambatan dalam proses pelayanan 
perizinan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan 
maka penulis dapat menggambarkan bahwa indikator Organisasi dan 
bagian-bagian bekerja sama secara baik, dan konflik yang terjadi selalu 
diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi tidak terjadi sama 
sekali, dikarenakan dapat dilihat tidak adanya kerjasama antara satu 
sama lain dalam menanggapi masalah konflik yang terjadi, bahkan yang 
terjadi hanya menyalahkan satu sama lain tanpa adanya tindakan dalam 
menyelesaikan masalah konflik tersebut. 
Tabel 4. Hasil Perbandingan Indikator Pendekatan Proses dalam Pelayanan 
Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota di Kantor SINTAP Parepare 
 
No Indikator Seharusnya Kenyataan Keterangan 
1. Perhatian 
Atasan 
terhadap 
Pegawai 
Pimpinan memberikan 
pengarahan-
pengarahan serta 
motivasi kepada 
pegawai dalam 
menjalankan tupoksi 
masing-masing. 
Bentuk dukungan Kasie 
Perizinan kepada Staff 
Perizinan yaitu 
senantiasa memberikan 
pengarahan-
pengarahan serta 
motivasi dalam 
menjalankan tupoksi 
masing-masing 
Efektif 
 2. Semangat, 
Kerjasama 
dan 
Loyalitas 
Kelompok 
Kerja 
Tingginya semangat 
kerja  dan loyalitas 
para pegawai dalam 
melakukan pelayanan 
akan tercermin pada 
disiplin waktu dari 
individu pegawai. 
Ketaatan terhadap jam 
kerja dapat 
menciptakan ketepatan 
waktu dalam 
pelayanan. Kerjasama 
dapat dilihat dari 
komunikasi antara 
para staff perizinan 
dalam pelayanan 
perizinan. 
Para Staff Perizinan 
tidak menaati jam kerja 
yang dimulai dari jam 
07.30 pagi dan apel 
yang dilaksanakan di 
Halaman Kantor 
SINTAP setiap Senin-
Jumat tidak pernah 
nampak ada sama 
sekali, bahkan sringkali 
ditemukan jam 08.00 
pagi pintu Kantor 
SINTAP masih dalam 
keadaan terkunci dan 
tidak adanya kegiatan 
yang nampak sampai 
jam 08.30 pagi. Namun 
kerjasama para staff 
Tidak 
Efektif 
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perizinan dalam 
pelayanan dapat 
dikatakan baik. 
3.  Saling 
Percaya dan 
komunikasi 
antara 
Pegawai 
dengan 
Pimpinan 
Kepercayaan berarti 
keyakinan terhadap 
kejujuran, 
kemampuan, dan 
kecakapan pihak yang 
bersangkutan dalam 
melaksanakan tugas-
tugasnya dengan baik 
pada jabatannya. 
Pimpinan yang 
mempercayai 
pegawainya akan 
menciptakan suasana 
lebih aktifnya 
komunikasi dan 
suasana yang nyaman 
dalam melaksanakan 
tupoksi masing-
masing. 
Dalam hubungan kerja 
pada Kantor SINTAP 
tidak memiliki jarak serta 
saling open manajemen 
yang dimana 
mengikutsertakan para 
staff perizinan dalam 
pengambilan keputusan 
(musyawarah) sehingga 
menimbulkan hubungan 
komunikasi yang baik 
serta nyaman antara 
pimpinan dengan 
pegawai. 
Efektif 
4. Desentralisa
si dalam 
Pengambilan 
Keputusan 
Desentralisasi adalah 
pendelegasian 
wewenang dalam 
membuat keputusan 
dan kebijakan kepada 
manajer atau orang-
orang yang berada 
pada level bawah 
dalam suatu 
organisasi. Adanya 
desentralisasi 
meningkatkan 
kerjasama antara 
pimpinan dan bawahan 
dalam penyelesaian 
masalah di organisasi 
tersebut. 
Telah adanya 
pelimpahan wewenang 
yang diberikan Kasie 
Perizinan kepada staff 
perizinan pada saat 
situasi darurat dalam 
pelayanan perizinan. 
Efektif 
5.  Adanya 
Komunikasi 
Vertikal dan 
Horisontal 
yang Lancar 
dalam 
Organisasi 
Komunikasi 
merupakan suatu 
proses mengenai 
pembentukan, 
penyampaian, 
penerimaan dan 
pengolahan pesan. 
Adanya komunikasi 
vertikal dan horizontal 
yang baik dalam 
organisasi memberikan 
- Komunikasi 
secara vertikal di Kantor 
SINTAP dalam 
pelayanan pemberian 
izin trayek angkutan 
kota adalah komunikasi 
antara kepala seksi 
perizinan dengan staff 
perizinan, yang dimana 
kepala seksi perizinan 
mampu memberikan 
Efektif 
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kesempatan pada 
bagian-bagian 
organisasi untuk saling 
berkomunikasi dan 
mengkoordinasikan 
kegiatan agar tujuan 
oraganisasi dapat 
tercapai. 
pengarahan dan  
instruksi kerja dalam 
pelayanan perizinan dan 
memberikan umpan 
balik terhadap berbagai 
kondisi yang diutarakan 
oleh staff perizinan.  
- Komunikasi 
secara horizontal adalah 
komunikasi antara para 
staff perizinan dan 
pegawai Dinas 
Perhubungan yang 
selaku penghubung ke 
instansi tekhnis ikut 
andil dalam komunikasi 
ini, yang dimana para 
staff dan penghubung ini 
mampu saling 
bekerjasama dengan 
baik sebagai teamwork. 
6. Adanya 
Usaha dari 
Setiap 
Individu 
maupun 
Keseluruhan 
Organisasi 
untuk 
Mencapai 
Tujuan yang 
telah 
Direncanaka
n. 
Usaha dari individu 
maupun keseluruhan 
organisasi dapat dilihat 
dari dengan adanya 
jiwa-jiwa kreatif yang 
dimilik oleh para 
pegawai perizinan. 
Kreativitas yang 
dimiliki oleh pegawai 
perizinan dapat 
mengembangkan ide-
ide atau menentukan 
cara-cara dalam 
menghadapi masalah 
yang dihadapi 
sehingga masalah-
masalah yang terjadi 
tidak akan 
menghambat proses 
pelayanan yang 
berjalan 
Belum adanya usaha 
yang muncul baik itu 
berupa kelebihan 
ataupun jiwa kreatif 
yang dimiliki dalam 
pengembangan 
pelayanan untuk 
pencapaian tujuan d, 
karena para pegawai 
SINTAP hanya berdasar 
kepada prosedur yang 
sudah ada tanpa harus 
menyalahi aturaan untuk 
pencapaian tujuannya 
sendiri. 
Tidak 
Efektif 
7. Adanya 
Sistem 
Imbalan 
yang 
Meransang 
Pimpinan 
untuk 
Mengusahak
Sistem imbalan 
diberikan sebagai 
bentuk penghargaan 
kepada para pegawai 
terhdap penilaian dari 
prestasi kerjanya. 
Dengan adanya sistem 
imbalam akan 
Telah adanya sistem 
imbalan yang telah 
diterapkan di Kantor 
Sintap, namun belum 
pernah ada 
penghargaaan yang 
diberikan kepada 
pegawai jadi dapat 
Tidak 
Efektif 
117 
 
an 
Terciptanya 
Kelompok-
Kelompok 
Kerja yang 
Efektif serta 
Performansi 
dan 
Pengemban
gan 
Pegawai. 
menciptakan 
kerjasama sama para 
pegawai, prestasi kerja 
dan kedisiplinan 
pegawai akan lebih 
meningkat. 
dikatakan sistem 
imbalan tersebut belum 
mampu merangsang 
pegawai untuk 
menciptakan jiwa kreatif 
dalam dirinya. 
8 
 
 
Organisasi 
dan Bagian-
Bagian 
Bekerja 
Sama 
secara Baik, 
dan Konflik 
yang Terjadi 
selalu 
Diselesaikan 
dengan 
Acuan 
Kepentingan 
Organisasi 
Konflik merupakan 
suatu pertentangan 
dan ketidaksesuaian 
kepentingan, tujuan, 
dan kebutuhan dalam 
situasi formal, sosial, 
dan psikologis. konflik 
yang terjadi. Dalam 
penyelesaiaanya 
bagian-bagian 
bekerjasama antara 
pegawai SINTAP, 
pegawai Dinas 
Perhubungan yang 
selaku penghubung ke 
instansi tekhnis serta 
masyarakat yang 
memanfaatkan serta 
menilai kinerja 
birokrasi, sesuai 
dengan acuan 
kepentingan 
organisasi. 
Terdapat beberapa 
masalah yang terjadi 
pelayanan pemberian 
izin trayek angkutan 
kota yang membuat 
terjadinya konflik, 
pertentangan 
pandangan terhadap 
masalah yang terjadi, 
namun dalam 
penyelesainnya konflik 
tidak pernah terjadi 
sama sekali, bahkan 
yang terjadi saling 
menyalahkan di pihak 
satu dan pihak lainnya. 
Tidak 
Efektif 
Sumber : Data Primer, Tahun 2016  
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BAB VI 
 PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 
kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan 
yaitu sebagai beikut: 
Efektivitas pelaksanaan dilihat dari pendekatan proses, terdiri atas 
beberapa indikator yakni: 
1. Perhatian atasan terhadap pegawai telah berjalan dengan baik 
dan lancar, serta dukungan yang diberikan oleh Kasie Perizinan 
kepada Pegawai Perizinan nampak baik dan Kasie Perizinan 
senantiasa melakukan perhatian yang memadai ketika ada 
permasalahan yang terjadi dalam Kantor SINTAP.  
2. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerjadapat 
dikatakan kurang  dikarenakan kedisiplinan waktu pegwai di 
Kantor SINTAP sangatlah kurang namun dalam hal loyalitas 
pegawai, mereka telah menanamkan dalam diri mereka masing-
masing dikarenakan itu sangat perlu ketika dalam memenuhi 
kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini 
pelayanan perizinan.  
3. Saling percaya dan komunikasi antara pimpinan dan pegawai 
sudah dikatakan baik karena dalam hubungan kerja pada 
Kantor SINTAP tidak memiliki jarak serta saling open 
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manajemen sehingga menimbulkan hubungan komunikasi yang 
baik serta nyaman antara pimpinan dengan karyawan. 
4. Desentralisasi dalam Pengambilan Keputusan di Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu sudah cukup bagus dikarenakan 
telah adanya pelimpahan wewenang yang diberikan kepada 
staff perizinan pada saat situasi darurat. 
5. Komunikasi vertikal dan horisontal dalam Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare sudah dapat 
dikatakan lancar dikarenakan baik pimpinan dengan pegawai 
dapat berkomunikasi secara baik tanpa melihak adanya 
hubungan jarak satu sama lain, dan juga sesama pegawai baik 
dengan pegawai penghubung telah bekerja sebagai teamwork 
yang baik. 
6. Adanya usaha dari individu maupun organisasi dalam 
pencapaian tujuan, disini belum adanya usaha yang muncul 
baik itu berupa kelebihan ataupun jiwa kreatif yang dimiliki 
dalam pencapaian tujuan, karena mereka hanya berdasar 
kepada prosedur yang sudah ada tanpa harus menyalahi 
aturaan untuk pencapaian tujuannya sendiri. Seharusnya 
diperlukan pengembangan karena mungkin saja membantu 
dalam hal pelayanan yang lebih baik kedepannya.  
7. Adanya sistem imbalan yang meransang pimpinan untuk 
mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang 
efektif serta performansi dan pengembangan karyawan , Di 
Kantor SINTAP telah menerapkan sistem tersebut , namun 
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penghargaan yang diberikan belum mampu merangsang 
pegawai untuk mengusahakan terciptanya kinerja yang efektif 
serta performansi dan pengembangan kinerjanya. 
8. Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik, dan 
konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan 
kepentingan organisasi tidak terjadi sama sekali, dikarenakan 
dapat dilihat tidak adanya kerjasama antara satu sama lain 
dalam menanggapi masalah yang terjadi, bahkan yang terjadi 
hanya menyalahkan satu sama lain tanpa adanya tindakan 
dalam menyelesaikan masalah tersebut. Padahal ketika 
organisasi bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan 
masalah yang terjadi, pasti tujuan organisasi dapat tercapai 
dengan baik. 
 
VI.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran 
sebagai berikut:  
 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SINTAP) Kota 
Parepare dalam menjalankan perannya harus lebih didorong dengan 
melihat tujuan didirikan, misi, sasaran serta tujuan organisasi dan 
berusaha untuk mampu mewujudkannnya. 
 Pentingnya mendengar kritik dan saran dari masyarakat, karena ini 
juga mampu untuk mendorong efektivitas pelayanan jauh lebih baik, 
contohnya adanya ketidakjelasan prosedur/tahap-tahapan serta 
persyaratan dalam pengurusan izin trayek angkutan kota  , bahkan 
beberapa masyarakat masih tidak mengetahui dalam pelayanan 
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pemberian  izin trayek angkutan kota berada di Kantor SINTAP, 
sebaiknya dilakukan sosialisasi secara khusus kepada pemohon izin 
trayek angkutan kota baik itu secara menyeluruh maupun secara 
individu. Agar terhindari dari pihak yang tidak bertanggungjawab 
seperti calo’. 
 Ketika masyarakat datang mengurus ke Dinas Perhubungan, 
sebaiknya pegawai yang sebagai penghubung tidak menerima lagi 
ketika ada masyarakat yang ingin diuruskan melainkan menjelaskan 
secara rinci prosedur yang harus dilalui ketika ingin mengurus izin 
trayek angkutan kota, sehingga pola kemalasan masyarakat yang 
terulang tidak terjadi secara terus menerus dan masyarakat akan 
mengurus ke Kantor SINTAP dan mengikuti segala prosedur yang 
seharusnya dan tidak membebani instansi tekhnis itu sendiri yakni 
penghubung Dinas Perhubungan. 
 Kedisiplinan pegawai masih harus ditingkatkan agar masyarakat juga 
dapat mencontoh kedisiplinan itu sendiri.  
 Adanya usaha dari individu maupun organisasi baik itu berupa kreatif 
pegawai agar dapat menunjang hal-hal baru dalam sistem pelayanan.  
 Sistem imbalan yang diterapkan sebaiknya diperbaharui sehingga 
pegawai lebih termotivasi dalam peningkatan perfomansi kinerjanya. 
 Serta ketika ada masalah konflik yang terjadi, sebaiknya organisasi 
dan bagian-bagian bekerja sama secara baik dalam 
menyelesaikannya, supaya tetap terwujud kerjasama yang baik, 
terhindar dari ketegangan dan perpecahan di antara sesama pegawai 
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